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PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLMN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG ~EBONG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala 
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang 
dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Kepala Sadan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Interen Pemerintah; 

9. Peraturan Kepala Sadan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan Nomor ; Per-688/K/D4/2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN 
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
REJANG LEBO NG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rejang Lebong sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7 . Inspektorat Kabupaten Rejang Le bong yang selanjutnya disebut Inspektorat 

adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern 
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanju tnya disingkat SPIP 
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 
di lingkungan pemerintah daerah. 

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang 
bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko. 

10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat 
daerah. 

11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan 
kegiatan dan sasaran perangkat daerah; 

12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang 
sudah ada. 

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan 
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. 

14. ldentifi.kasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, 
dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian tujuan. 

15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian 
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah; 

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil a tau prestasi suatu 
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 



19. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada 4 SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

22 . Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
belanja daerah. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/ seluruh 
pegawai pada Perangkat Daerah untuk m elakukan pengelolaan risiko pada 
pemerintah daerah. 

(2) Peraturan Bupat ini bertujuan untuk m emberikan panduan dalam mengelola 
risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. 

BAB II 
PENGELOLAAN RISIKO 

Pasa13 

(1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis 
pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada 
tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 
a. Pengembangan budaya sadar risiko; 
b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan 
c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. 

Bagian Kesatu 
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 4 

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pem erintah 
Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a . Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan 

organisasi disetiap satuan kerja ; 
b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan 

keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan 
c . Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung 

penciptaan budaya risiko. 
(3) Bentuk pen gembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), berupa: 
a . Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 
b . Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko; 
c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan 
d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi. 



Bagian Kedua 
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 5 

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, 
yang terdiri atas: 
a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko; 
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko 

pemerintah daerah; 
c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR); 
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan 
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan 
risiko pemerintah daerah. 

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang 
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. 

(4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di 
lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit 
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah. 

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang 
memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

Pasal6 

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati 
membentuk Komite Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Bupati 
b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator 

merangkap anggota; dan 
c. Kepala Dinas/OPD/SKPD sebagai anggota. 

Pasal 7 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas: 
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang 

meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di 
lingkungan pemerintah daerah; dan 

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan 
risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Pasal 8 

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: 
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah; 
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan 
c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV. 



Pasal 9 

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintab Daerab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 buruf a memiliki tugas: 
a . menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah; 
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terbadap pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis pemerintah daerah; 
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko basil identifikasi 

dan analisis risiko; dan 
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b memiliki tugas : 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD 

masing-masing; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada 

OPD masing-masing; 
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terbadap pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis OPD; 
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi 

dan analisis risiko; dan 
e. menatausabakan proses pengelolaan risiko . 

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 buruf c memiliki tugas. 
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran kegiatan; 
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko basil identifikasi 

dan analisis risiko; dan 
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

Bagian Ketiga 
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 10 

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi: 
a. Identifikasi kelemaban lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian risiko; 
c. Kegiatan pengendalian; 
d. Informasi dan komunikasi; dan 
e. Pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan 
dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode 
penerapan selama 1 (satu} tahun. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus 
menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, 
menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis 
organisasi. 

Paragraf 1 
ldentifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 11 

( 1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk 
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung 
penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. 



(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat 
pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf 2 
Penilaian Resiko 

Pasal 12 

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan 
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. 

(2) Penilaian risiko dilakukan atas: 
a. Tujuan strategis pemerintah daerah; 
b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan 
c . Tujuan operasional (kegiatan) OPD. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses 
penyusunan RPJMD a tau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 
renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD. 

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses 
penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD. 

(6) Proses penilaian risiko meliputi : 
a. Penetapan konteks/tujuan; 
b. Identifikasi risiko; dan 
c. Analisis Risiko. 

Pasal 13 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan 
penetapan kriteria risiko. 

Pasal 14 

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi 
dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja 
tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks 
strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks 
operasional (kegiatan). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan 
tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen 
RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan 
strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan 
kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD. 

Pasal 15 

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang 
sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko. 

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi : 
a. Skala dampak risiko; 
b. Skala kemungkinan risiko; dan 
c. Skala tingkat risiko. 



Pasal 16 

(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang 
meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, 
dan tujuan operasional (kegiatan) OPD, termasuk mengidentifikasi risiko 
yang berkaitan dengan kecurangan (fraud) dan kemitraan pihak ketiga. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan : 
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan 

yang memuat pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dampak risiko, 
dan pihak yang terkena dampak; dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko. 

Pasal 17 

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa 
risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat 
ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana 
tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan : 
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; 
b. memvalidasi risiko; 
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan 
d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). 

Paragraf 3 
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 18 

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan 
rencana tindak pengendalian (RTP). 

(2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan : 
a . pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa 

kebijakan dan/ a tau prosedur; dan 
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Paragraf 4 
Informasi dan Korn unikasi 

Pasal 19 

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat 
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan 
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, 
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan 
komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko. 

Paragraf 5 
Pemantauan 

Pasal 20 

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan. 



(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari 
Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang 
(Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) 
sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati 
dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh 
Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko 
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya. 

BAB III 
PELAPORAN 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah 
daerah menyusun laporan pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi : 
a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko; 
b . Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan 
c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal. 

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD /SKPD, 
dan penilaian risiko operasional OPD. 

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan 
kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan 
internal. 

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dapat berupa dokumen penilaian risiko / dokumen rencana tindak 
pengendalian. 

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan 
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah 
dan unit kepatuhan internal. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan 
untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan 
oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, 
dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daerah. 

BAB IV 
PENUTUP 
Pasal 22 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang 
Lebong Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal t 3 A-f r-i1 2023 

BUPATI REJANG LEBONG, 

.. 

SY AM SUL EFFENDI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 13 Atpt't 1 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN .R...1:.~ll'IG LEBONG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBO NG TAHUN 2023 NOMOR rot 

PARAF 
KOORDINASI 

SEKDA 

ASISTEN 

KABAG 

KASUBBAG 
OINAS 

PEMRAKARSA 

NASKA H 
PRODLJ K HU~UM INI 

TELAY O'TELITI / 
0 11--. 0REKSI OLEH 
8 .AGIAN HUKUM 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR e} TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 
Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 
1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

pemerintah daerah; 
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

II. KEBIJAKAN PENGELOLMN RISIKO 
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis 
(entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD. 
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko 
strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama 
Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko 
Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD 
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko­
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang 
dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). 
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing 
Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit 
Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat 
Eselon 3 dan 4. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD 
Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko­
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama 
OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja 
tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan 
Rencana Kerja OPD (Renja dan/ a tau RKPD). 
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD 
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran 
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat 
Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. 

~ 



4. Pengelolaan Risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga 
Pengelolaan risiko kecurangan dan k emitraan dengan pihak ketiga 
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis Pemerintah Daerah, Sasaran strategis OPD dan 
operasional kegiatan utama OPD. 
Pengelolaan risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga 
dilakukan oleh Bupati, masing-masing Pimpinan OPD bersarna 
JaJaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko 
Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 
4 . 

B. Pene tapan kriteria penilaian risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerin tab daerah 
mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko 
yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima 
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan 
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Krite ria peniaian 
risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, 
Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala 
Tingkat Risiko (Nilai Risiko). 

1. Skala Dampak Risiko 
Krite ria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau 
dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi 
dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko 
dit etapkan dalam skala 4 sesuai dengan kebutuhan 
pemerintah daerah, sebagai berikut: 
- Kriteria Skala 4 

Dalam skala 4 , contoh kategori dampak risiko dan 
operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: 

Contoh 1 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 4 

KategorlDampak ._ .,...... 

Sang at signilikan / 
Sa ngot besor 

Sign il ikon / Beso r 

Kurong slgnililcan/ 
Kecll 

lidol< sign1fika n/ 
Songat l<ecil 

11 

3 

2 

2 . Skala Probabilitas Risiko 

Pengaruh terhodap pencapaion tujuon 
sangat signifikan. 

Pengoruh terhodop pencopoion tujuon 
1inggl/ signil1kon 

Pengoruh terhodap pencapaion tujuan 
rendah/kurang slgniflkan. 

Pengoruh terhodap p encopa1on tujuon 
tldak signlfikan. 

kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan 
untuk menjamin konsistensi dalam analisis 
kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya dite tapkan 
dalam skala 4 , dengan ilustrasi sebagai berikut: 

- Kriteria Skala 4 

Dalam skala 4 , kategori probabilitas risiko dan 
operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: 
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3. Ska la Nilai Risiko 

Contoh 2 Skala Probab1lrta~ DIii.am Skala 4 

.. 
3 
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.._ c-Jr•Jf'\yo n t> ~~•,tld• ',TIH'-..1-• 0 -O"'(JO-l • m,1· ' ltl t ,l",da1t 
10,, n l Q-\1 lnt)th 11011 / r n ontn.,.-, tO •nr un) 

(om'-'"!I• ,no.., 10,,00 " ~o ~ •• • O ~Ofln(J (t.obt.l~ r .: 10, 
OlO\J o! ~d 7 '°OI dO on, ·o tor=) 

• r-f'T">u."\l• ••\(.,r, t t""'t.OCJ n~'(J ll • .u o rt~al t/ f • .- ("..r-t.••J.ut •~ 

-40• Otth, I ~ •l • UI t.Jo •n O to•-un 

•: t """''-'"'Jh f"'>"' t •,oo n\ 1 w-,...., , ,, ~J t ~a•n l ( ,t 1.•.-01 (.• -
lO 'J: ) f'lt '"u 1 '-fl t Jo . 1 m )() • ()t , .r'\ 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil 
p erkalian skor dampak risiko dan skor probabilita s r is iko , 
y ang dipe r lukan untuk menetap kan atau m e n yusu n peta 
risiko prioritas s e bagai dasar pengambila n k ep u tusan 
mengenai tingkat risiko yang dapat d iterima ( acceptable 
ris k) m a u p un tin gk at ris iko yang tidak d apat diterima 
(unacceptab le risk). Contoh k r iteria pen e r imaan risiko 

1- 7 (Songot ro ndot, ) 

3 4 (Rend oh) 

6-9 (l1n991) 

17-16 (Songo t llngg,) 

Contoh KritcriJ Pc norim,1.in Risil<o 

Dopot d ito11m o 

Dcipot ct1to1irno 

t lorus menjod t p-0rhotion mo'"lojcmen don 
dlporlul<on pongondolion yang bo1 

Tok dopot d1ter1ma. drpertukon pengendo lto n 
yon-g songot cork 

P en et a pan area a t a u bidang yang m enja di risiko priorita s 
y ang m em erlukan p enanganan/ r e spon risiko p e m erint ah 
d aer a h dipe nga ruhi oleh s elera risiko a t a u pre fe r e nsi 
m anaj e m en p e m erintah daerah yang d i tetapka n s etia p 
tahunnya mela lui Surat Edaran S ekretaris D a erah. 

C on toh kriteria dan skala dampa k s e r t a kemungkinan 
juga d a pat mengacu pada P erka BPKP Nomor 6 88 T a hun 
2 0 12 t entang Pedoman Pelaksana an P e nilaian Risiko d i 
Lingkungan Instansi Pem erintah, P erka BPKP Nomor 10 
Tahun 2 01 3 ten t ang P edoman Bimtek Penyelenggara an 
SPIP b a gi F a silitator BPKP serta Perka BPKP N omor 24 
Tahun 201 3 t entang Pedoman Pe laksanaan Control Se lf 
A ssessm ent untuk P enilaian Risiko. 



C. Waktu, t a h a p a n dan pihak t erkait dala m p enge lola an r isiko 
Waktu, taha p an dan pihak t erkait d alam p en gelola an risiko, 
a d a la h s e bagai b e rikut: 

No. Tahapan Tahapan 011tp11t Tahapan 
Waktu Manajemen Pengelolaan Risiko Pelaksana Pengelolaan 

Pemda Risiko 

1 Proses Proses - Arahan dan - Komite - Dokumen 
penyusunan penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan 
RPJMD (Satu RPJMD penilaian r isiko 5 Risiko kebijakan 
tahun sebelum tahunan - Sekda selaku penilaian risiko 
RPJMD 5 - Penyusunan Koordinator 5 Tahu nan 
tahunan berjalan Risiko Strategis - UPR Pemda - Daftar Risiko 
sd RPJMD Pemda (Bupatidan dan RTP 
di tetapkan) I<epala Strategis Pemda 

OPD/SKPD) 
2 Proses Proses Penyusunan Risiko - Komite Daftar Risiko dan 

penyusunan penyusunan Strategis (Entitas) pengelolaan RTP Strategis 
Renstra OPD (Satu Renstra OPD OPD risiko (Entitas) OPD 
tahun sebelum - Sekda selaku 
RPJMD 5 tahunan Koordinator 
berjalan sd RPJMD 

UPR Tingkat Es. 2 d itetapkan) -
(Kepala OPD/ 
SKPD dan 
Kabag/ Kabid 
OPD) 

3 Januar i - Mei Penyusunan Arah dan kebijakan Komite Dokumen Arah 
Tahun 201X-l Rl<PD dan penilaian r isiko Pengelolaan Risiko dan kebijakan 

Renja OPD tahunan penilaian risiko 
tahunan 

4 Agustus- Penyusunan Penyusunan Risiko - Kepala OPD Daftar risiko dan 
September RKA OPD Operasional OPD - Unit Pemilik RTP Operasional 
201X-1 (Penetapan Risiko Tingkat Es OPD 

rencana 3, 4 OPD 
sasaran & 
pagu 
anggaran 
per 
kegiatan) 

5 Oktober Penyusunan - Pengomunikasi - Kepala OPD - Perbaikan 
Tahun 201X-1 RAPBD, an Risiko dan - Komite RTP 

Perda APBD RTP, Pengelolaan - KSOP 
- Penyusunan Risiko - Notulen 

6 November - Penyusunan atau Revisi - UPR Tingkat pengomunika 
Dcsembcr Rancangan l<SOP Pemda, Tingkat sian 
Tahun 201X-1 DPA OPD, - Pengomunikasi Eselon 2, 3, dan 4 - Finalisasi 

dan an perubahan - Sekda selaku Daftar risiko 
penetapan KSOP koordinator dan RTP 
DPA OPD 

7 Januari sd Pelaksanaan Penyusunan atau - I<omite KSOP 
Desember APBD penyempurnaan Pengelolaan 
Tahun 201X I<SOP (Tindak lanjut Risiko 

RTP) - UPR Tingkat 
Pernda, Tingkat 
Eselon 2, 3, dan 4 

Pelaksanaan KSOP - Komite Bukti pelaksanaan 
Pengelolaan KSOP 
Risiko 

- Kepala OPD 
- Pelaksana 

Program dan 
kegiatan 



Berkala Pelaporan dan - UPR Tingkat - Fo rm 
monitor"ing risiko Pemda, Tingkat Monitoring 
dan KSOP Eselon 2, Risiko 

Tingkat Eselon 3 . Form 

dan 4 Monitoring 

Unit Kepanrhan 
TL RTP -

- Sekda 
selaku 
coordinator 

Pemantauan - Unit Kepatuhan - Notule n rapat 
kinerja, risiko, dan Pengelolaan - Laporan 
efektifitas KSOP Risiko pemantauan 
yang dibangun tahunan, 5 

tahunan) 

)uni-Juli Penyusunan Reviu dan - UPR Pemda Daftar Risiko dan 
Tahun 201X KUA PPAS pemutakhiran (Bupatidan RTP Strategis 

(Penetapan Risiko Strategis Kepala Pemda yang 
sasaran Pemda. OPD/ SKPD dimutakhirkan 
makro dan - Sekda selaku 
pagu Cata tan: Koordinator 
a nggaran Risiko s trategis 
Pemda) Pemda akan 

direviu dan 
dimutakhirkan 
setiap tahun 

Agustus- Penyusunan Reviu dan - Bupati Daftar Risiko dan 
September RKA OPD pemutakhiran - Sekda selaku RTP Strategis 
201X (Penetapan Risiko Strategis Koordinator (Entitas) OPD 

rencana (Entitas) OPD - Unit Pemilik 
sasaran & Catatan: Risiko Tingkat 
pagu Ris iko strategis 

Es. 2 (Kepala anggaran per (entitas) OPD akan 
kegiatan) direviu dan OPD/Sl<PD dan 

dimutakhirkan setiap Kabag/Kabid 

tahun OPD) 

8 Januari - Fcbruari Pelaporan Pelaporan Pen~e lolaan • Bupati Laporan 

Tahun 201X+l Keuangan Risil<o Tahun 01X • Kepala OPD 
Pengelolaan Risiko 
rrahun201X 

• UPRTingkat Pemda, 

Tingkat Eselon 2, 

Tingkat Eselon 3 dan 

4 

- Unit Kepatuhan 

• Sekda selaku 

koordinator 

9 Februari - Maret Reviu APIP Evaluasi • lnspektorat Laporan Evaluasi 
Tahun 201X pengelolaan risiko (APIP Daerah) Pengelolaan 

o le h APIP Risiko 

Penilaian Maturitas • Bupati Laporan 
SPLP • Kepa la OPD Penilaian 

• lnspektorat (APIP) Maturitas SPIP 
Daerah 



III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN REJANG 
LEBONG. 
A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong adalahsebagai berikut: 

STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO KABUPATEN 
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1. Penanggungjawab; 
Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan 
arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, Bupati Juga 
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian 
risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati 
menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah 
untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko. 

2. Koordinator penyelenggaraan; 
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di 
lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya, Setda selaku Koordinator 
Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain: 

a. Menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 
b. Membuat dan mengarsipkan 

dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya 
surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; 

c. Memfasilitasi proses penilaian risiko; 
d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. Unit pemilik risiko; 
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang 
bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup 
kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah 
sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) 
atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat 
operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada 
di unit kerja masing- masing. 



b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam 
pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

c. M enyel enggarakan catatan historis atas tingkat capaian 
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di rnasa lalu 
dalam unit kerja rnasing- rnasing, sebagai indikator 
peringatan dini (early warning indicator) dan s ebagai 
database untuk rnernprediksi keterjadian risiko di rnasa 
yang a kan datang. 

d. Me nyusun hasil p enilaian risiko (risk assessment) untuk 
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

e. Me rnberikan rnasukan kepada Komite P e ngelolaan 
Risiko tentang pelaksanaan p e ngendalian risiko . 

f. M elakukan monitoring dan p engendalian 
terhadap p elaksanaan pengendalian. 

Unit p ernilik risiko dibagi b e rdasarkan tingkat organisasi 
yaitu sebagai berikut: 

1) Unit pernilik risiko tingkat pemerintah daerah; 
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat p e m e rintah d aerah, 
terdiri dari: 

Ketua 

Koordinator Teknis 

Anggota 

Bupati, selak:u pemilik risiko tingkat pemerintah 
daerah. 

Kepala Bappeda 

Seluruh kepa]a OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris 
DPRD, lnspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan 
Kepala UPTD Pemerintah Daerah, Direktur RSUD, dan 
sebagainya) 

2) Unit p ernilik risiko tingkat unit Eselon 2; 

Struktur Unit Pernilik Risiko tingkat unit Eselon 2, 

t e rdiri dari: 

Ketua 

Koordinator Teknis 
merangkap anggota 

Anggota 

Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik 
resiko tingkat OPD 

Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang 
menangani perencanaan pada OPD 

Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang 
bersangkutan 

3) Unit p emilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4 

Struktur Unit Pernilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 
4, terdiridari: 

Ketua 

Koordinator Teknis 
m erangkap anggota 

Anggota 

KepaJa Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko 
tingkat kegiatan 

Jabatan Fungsional/Pengawas/ASN yang ditunjuk 
oleh OPD 

Sel uruh J abatan 
yang ditunjuk OPD 

Fungsional/Pengawas/ A.SN 



4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko 
pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk 
Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut: 

tingkat 
Komite 

a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal­
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari 
prosedur normal; 

b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 
risikopemerintah daerah yang meliputi 
sosialisasi, bimbingan, superv1s1, dan p e latihan 
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; 

c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan 
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 
kepada Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Komite pengelolaan risiko terdiri atas: 

1) Bupati Rejang Lebong sebagai ketua; 
2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap 

anggota; 
3) Kepala OPD s e bagai anggota. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko 
dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

5. Unit kepatuhan 
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
p engelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. 

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
melakukan pemantauan atas OPD berikut: 
a) S ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b) Satuan Polisi Pamong Praj a; 
c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
~ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
g) Dinas Kesehatan; 
h) Dinas Sosial; 
i) Dinas Tenaga Kerj a dan Transmigrasi; 
j) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 
k) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
m) Dinas Pemuda dan Olahraga; 
n) Dinas Pariwisata; 
o) Rumah Sakit Umum Daerah; 
p) Kecarnatan. 

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan 
p emantauan atas OPD berikut: 
a) Badan Perencanaan Pembangunan Dae rah; 
b) Dinas Komunikasi dan Informatika; 
c) Dinas Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan 

Me n engah, dan Perindustrian 
d) D inas Pe rtanian dan Perikanan; 



e) Din as Ketahanan Pangan; 
n Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 
g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penata an Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
h) Din as Lingkungan Hid up; 
i) Dinas Perhubungan; 
j) Dinas Pemadam Kebakaran. 

3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan 
atas OPD berikut: 
a) Sekretariat Daerah; 
b) Inspektorat; 
c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Man usia. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, 
melakukan kegiatan antara lain. 

1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak 
pengendalian; 

2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 
3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan 

risiko; 
4) Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq 
Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat 
membentuktim teknis melalui Keputusan Bupati 

6 . Penanggungjawab pengawasan. 
Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, 
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi 
terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah, m e lakukan kegiatan 
antara lain: 

1) memberikan layanan konsultasi penerapan 
pengelolaan risiko pada pemerintah daerah; 

2) m emberikan peringatan dini dan m e ningkatkan 
efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Instansi Pemerintah; 

3) m e laksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap 
rancang bangun serta implementasi p e ngelolaan risiko 
secara keseluruhan. 



B. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong dengan tahapan sebagai berikut: 

··············• 
Identiftkasi Kelemahan Lingkungan 

Pengendal ian Intern ( L) •··················► 

lP~~ii~i~-Ri-;ik~-('.2)---,---------------------------: 
; • I 

• ········!····• Penetapan Konteks/ Tujuan •·······: ······ ·► S 
: • I 
I 
I 
I 
I 
I 

• ······+···• 
I 
I 

ldentifikasi Risiko 
I 

• ······L. ...... . 
I 

i --~ i 
: I 

• ·······!··· • Analisis Rjsiko • ·····L······ ► 
: I 

I ---- ---~ I 

~---------------------------i -------------------------- ' 
• ··············• · Kegiatan Pengendalian (3) 

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 
5 (lima) tahapan, sebagai berikut: 

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian 
pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. 

ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan 
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a . Persiapan penilaian 

1) Persiapan Data 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa: 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 
bersangkutan misalnya audit operasional, audit hlnerja, dan 
audit lainnya atas urusan wajib / pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/ evaluasi atas penyelenggaraan urusan 
wajib / pilihan oleh Inspektorat Daerah; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan pemerintah daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah 
daerah dari berbagai sumber misalnya m edia massa, internet , 
hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian 
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner pada lampiran III. 



b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 
melalui reviu dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerin tah daerah 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan­
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan 
dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada 
langkah persiapan penilaian. Dari data tersebut selanjutnya 
disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di 
pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada lampiran IV. 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 
Environtment Evaluation (CEE). 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 
pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian 
urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Jika dari hasil survei 
terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka 
dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang 
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. 

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemrintah daerah 
menurut metode CEE yaitu "memadai' dan "kurang memadai" 
sebagaimana disajikan pada lampiran III . 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan 
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 
selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada 
pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana 
disajikan dalam lampiran V. 

2. Penilaian Risiko 
Tahapan proses penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, dimulai 
dari penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, sampai dengan 
analisis risiko . 
a . Penetapan Konteks/Tujuan 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan 
"konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuantujuan 
pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) 
OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan 
penilaian risikonya. 
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 
memperoleh informasi tujuan/ sasaran dan indikator kinerja 
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap 
ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada 
tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat 
kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan 
Kepala OPD. 

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan 
strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD dan tujuan 
operasional OPD sebagaimana Lampiran VI. 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 
adalah se bagai beriku t: 

1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD serta data lainnya terkait 
perencanaan seperti SOTK, uaian tugas dan jabatan, dan 
sebagainya. 

2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait 
tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercaantum 
dalam RPJMD. 



3) ldentifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas 
pembangunan atau program unggulan terkait dengan 
tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih 
berdasarkan RPJMD. 

4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daearh yang 
akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan 
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai 
kebutuhan. 

5) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2a. 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah 
adalah sebagai berikut: 

1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD serta data terkait 
lainnya. 

2) Mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator KinerjaUtama 
OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang 
mendukung pencapaian tujuan strategisyang telah ditetapkan 
pada penetapan konteks strategisPemerintah daerah. 

3) Menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) OPD yang akan 
dilakukan penilaian risiko. Sa saran yang akan d ilakukan 
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai 
kebutuhan. 

4) Menuangkan hasil identifi.kasi pada Form 2b. 

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah 
adalah sebagai berikut: 

1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD serta data 
terkait lainnya. 

2) Mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 
dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya. 

3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan 
dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan 
dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk 
seluruh kegiatan utama. 

4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c. 

Dalam penyusunan konteks/tujuan kegiatan utama pada Perangkat 
Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2 
menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat 
struktural di bawahnya untuk menyusun dan menetapkan 
konteks/tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit 
bidang/bagian di Perangkat Daerah; 

2) Kegiatan penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama pada 
masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak 
mungkin personil di masing-masing unit yang memahami 
kegiatan utama Perangkat Daerah; 

3) Mekanisme penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama di 
masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion 
(FGD); 



4) Daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di 
masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat 
eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait; 

5) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang 
dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat 
pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 

6) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang 
sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD; 

b. Identifikasi Risiko 
Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah 
terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap 
identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut 
risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, 
sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan 
(controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh 
pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. 
Kode risiko yang digunakan dalam dalam menggambarkan 
keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan 
pengelolaan risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah 
yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. 
Berikut uraian kode risiko: 
I RSP/RSO/ROO I. I 2X I. I OY 1. I oz I. I 01 I 
Keterangan: 
RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda 
RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah 
ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional PerangkatDaerah 
2X : Tahun Pelaksanaan pengelolaan risiko (dua digit terakhir dari 
tahun pelaksanaan) 
OY : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat 

Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan 
Straregis (untuk risiko strategis Pemda) 

OZ : Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) atau kode 
Perangkat Daerah untuk risiko strategis Perangkat Daerah 
dan Operasional Perangkat Daerah 

01 : Nomor urut risiko 

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut: 
1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerin tahan /program/ kegiatan / urusan; 
2) ldentifi.kasi kejadian risiko selain mendasarkan 

padapermasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapanjuga 
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 
menghambat pencapaian tujuan. 
Identifikasi risiko urusan wajib/ pilihan dapat dilakukan melalui 
FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan 
kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk 
pengelolaan risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah 
Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk 
pengelolaan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah 
Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/lrban Perangkat 
Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah 
adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat 
Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD 
sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas 
untuk mencatat proses pelaksanaan FGD. 



a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah dilakukan untuk 
mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian 
tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko 
strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Lampiran 
VII. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 
strategis pemerintah daerah: 
(1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/ monitoring dan 
lain-lain); 

(2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 
tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh 
Bupati; 

(3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
pemerintah daerah untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, 
missal dalam bentuk peraturan/ keputusan/ surat edaran 
Bupati atau pemantauan oleh Bupati; 

(4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor­
faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah 
yang dapa t mengganggu pencapaian tujuan strategis 
pemerintah daerah; 

(5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 
tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring 
permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan 
oleh Bupati; 

(6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko 
yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, 
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; 

(7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/ divalidasi 

Bupati. 

b) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 
dilakukan untuk m engidentifikasi kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis 
(entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan 
strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap 
penetapan konteks/ tujuan strategis pemerintah daerah. 
Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 
disajikan sesuai dengan Lampiran VIII. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 
strategis (entitas) Perangkat Daerah: 
(1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 

diseba bkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala 
Perangkat Daerah/ SOP Perangkat Daerah, monitoring 
Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengenda lian 
yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang 
dila kukan oleh Kepala Perangkat Daerah; 



(2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah 
/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat 
Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait; 

(3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor­
faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat 
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Daerah; 

(4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan 
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring 
permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan 
penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah; 

(5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko 
yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko 
yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian 
oleh kepala Perangkat Daerah; 

(6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/ divalidasi 
kepala Perangkat Daerah. 

c) Risiko Operasional 
Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan 
mengancam pencapaian tujuan 
ldentifikasi risiko operasional 
Lampiran IX. 

kejadian yang dapat 
kegiatan Perangkat Daerah. 

disajikan sesuai dengan 

d) Risiko yang teridentifikasi dikelompokkan sesuai dengan 
kategori risiko, sebagai berikut: 
(1) Risiko strategis, yaitu risiko yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan strategis; 
(2) Risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan tidak 

berfungsina proses bisnis organisasi atau unit kerja; 
(3) Risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaiatan dengan 

kehilangan aset ataupun kerugian yang dapat 
dikalkulasikan secara keuangan; 

(4) Risiko ketaatan, yaitu risiko yang berkaitan dengan 
kepatuhan organisasi atau unit kerja pada peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan lain yang 
berlaku pada organisasi; 

(5) Risiko reputasi, yaitu risiko yang berhubungan pada 
tingkat kepercayaan pemangku kepen tingan pada 
organisasi; dan 

(6) Risiko kemitraan, yaitu risiko yang berkaitan dengan pola 
hubungan antara organisasi atau unit kerja dengan 
pemangku kepentingan luar organisasi dan/atau antar unir 
kerja dalam organisasi. 

c . Analisis Risiko 
Langkah-langkah analisis risiko sebagai berikut: 
1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko. 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko 
urusan wajib/pilihan. Contoh formulir hasil analisis risiko 
disajikan pada Lampiran X. 



2) Memvalidasi risiko 
Hasil analisis r isiko tingkat strategis pemerintah daerah 
selanju tnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan 
tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD 
dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan 
diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untk ditangani. 
Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan 
diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas 
disajikan dalam Lampiran XI. 

3) Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan 
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian 
kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam 
rangka mengelola risiko yang cliprioritaskan. Kebijakan dan 
prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. 
Hasil penilaian atas pengendalian yang ada disajikan dalam 
Lampiran XII. 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian 
RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalian in tern dan mengatasi risiko 
prioritas yang sudah teridentifikasi. Hal-hal yang dilakukan 
dalam penyusunan RTP adalah sebagai berikut: 
a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 

lingkungan pengendalian. 
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah 
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam 
rangka mengatasi risiko. 
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 
pengendalian yang cliperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam 
menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu 
memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu 
pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan 
pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri 
dari 
beberapa pilihan, yaitu: 
1) Menghindari Risiko (Avoid) 

Menghindari risiko clilakukan dengan cara tidak memulai 
atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan 
risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika 
individu atau instansi bersifat menolak risiko. 
Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat 
meningkatkan signifikansi risiko lainnya a tau 
mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat. 

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko 
(Abate) 
Respon ini dilakukan dengan cara mengu bah kemungkinan 
munculnya risiko agar 
kemungkinan terjadinya hasil yang n egatif dapat 
berkurang. lstilah lain yang juga digunakan adalah 
pencegahan (prevention). 



3) Mengubah/ Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko 
(Mitigate) 
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi 
konsekuensi/ dampak risiko agar kerugian menja di 
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah 
penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut 
dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce). 

4) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko 
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau 
berbagi sebagian risiko. 
Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak­
kontrak, asuransi,dan struktur organisasi seperti 
kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan 
kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan 
instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau 
manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika 
risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka 
pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko 
baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko 
tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif. 

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/ Retain) 
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko 
tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat 
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang 
lebih baik, selain menerima risiko tersebut. 

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana 
Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikin 
lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan 
kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama 
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 
pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut 
dan m enyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi 
rencana tindak perbaikan pengendalian. 

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP 
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan 
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak 
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan 
m enjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. 

Kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan Rencana Tindak 
Pengendaliannya disajikan pada Lampiran XIII. 

3. Kegiatan Pengendalian 
Implementasi Ren cana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 
RTP; 
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. 
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: 



1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 
perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 
pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian 
serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perenca naan 
apabila diperlukan; 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 
4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 
5) Menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 
6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian 
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 
instansi pemerintah mengimplementasikan k ebijakan dan prosedur 
ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh 
seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 
internal dan ekstemal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 
risiko, sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses 
pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah 
menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam 
rangka m engatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah 
daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun 
kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah , 
Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan 
bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami semua 
pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana k egiatan, 
masyarakat, Inspektora t , dan sebagainya, sesuai rencana 
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 
Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk: 
a . Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja a tas pemberlakuan 

kebijakan; 
b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara 

lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 
berkepen tingan; 

c. Sosialisasi/workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan 
undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto 
pelaksanaan dan seterusnya. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian men&,<>unakan rancangan 
pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan 
rancangan lnformasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi 
pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian 
dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk 
pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, 
dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian 
RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko 
operasional Perangkat Daerah. 



5. Pemantauan 
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian Pemantauan 

dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali 
Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala 
Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala 
Seksi/KepalaSubBagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat EselonIV) 
sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan 
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat 
didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung 
jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik 
risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap 
tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, 
proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, 
sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun pirnpinan 
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan 
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. 
Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk 
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan 
dapat menggunakan Lampiran XIV Rancangan Monitoring dan 
Evluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya. 

b. Pemantauan Kejadian Risiko 
Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah 
teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan 
mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, 
serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 
keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 
dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko 
Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko 
Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko 
Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara 
menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai 
dengan Lampiran XV. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh 
pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk 
evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku 
Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko. 

IV. PELAPORAN 
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, 
pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan 
pengelolaan risiko beru pa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
dari Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko 
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) 
OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun 
Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan 
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. 

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik 
Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 



Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko 
tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan 
Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen 
hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan 
tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala 
OPD dan pihak yang terkait. 

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. 
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, 
sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat 
operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko 
Tingkat Eselon 2. 

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: 
Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat OPD, meliputi: 
Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD 
dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani 
oleh setiap OPD Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 
Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 
Pemerintah Daerah Tahunan. 

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko 
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat 
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit 
kepatuhan internal 
Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko 
disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 8 TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RI SIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh 
Outline Laporan/ Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 

1 . Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari 
p enilaian risiko strategis pemerintah daerah, 
p e nilaian risiko strategis (entitas) OPD / SKPD, dan 
penilaian risiko operasional perlu disusun 
Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum 
difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko 
tingkat strategis pemerintah daerah perlu 
dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, 
sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko 
tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat 
operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala 
OPD dan pihak yang terkait. 
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh 
Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada 
Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris 
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke 
unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai 
b erikut: 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

Pendahuluan 
A Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan 
laporan pengelolaan risiko serta gam baran 
um um kebijakan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah. 

B. Dasar Hukum 
Bagian 1n1 berisi peraturan-peraturan 
ataupun kebijakan 
baik yang berasal dari pemerintah pusat, 
instansi terkait ataupun peraturan daerah 
yang menjadi dasar pengelolaan risiko 
pemerin tah daerah baik ke bij akan 
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan 
risiko. 
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C. Maksud dan Tujuan 
Bagian 1n1 berisi maksud dan tujuan 
dilakukannya pengelolaan risiko di pemerin tah 
daerah. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian 1n1 berisi penjelasan hal-hal yang 
menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan 
risiko pemerintah daerah. 

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 
A Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan 
hasil survei persepsi, yang selanjutnya 
disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah. 

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan 
guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang 
mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko 
di pemerintah daerah. 

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 
A Penetapan Konteks/Tujuan 

Bagian 1n1 berisi tentang penetapan konteks 
strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah 
daerah dapat memilih beberapa urusan 
waji b / pilihan dengan mem pertim bangkan urusan 
prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau 
pertimbangan profesional lainnya. 

B. Hasil Identifikasi Risiko 
Bagian 1n1 berisi hasil diskusi unit pemilik 
terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, 
p e milik risiko, p e nyebab risiko, sumber risiko, 
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan 
(controllable) atau tidak dapat dikendalikan 
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak 
risiko, serta penerima dampak risiko) 

C. Hasil Analisis Risiko 
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil 
Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP 
y ang merupakan hasil dari analisis dampak dan 
kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. 

D. Pengendalian yang sudah dilakukan 
Bagian 1n1 berisi hasil identifikasi terhadap 
pengendalian yang sudah ada di pemerintah 
daerah yang terkait dengan risiko yang 
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil 
analisis risiko. 
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E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian 
y ang masih dibutuhkan atau perlu 
dibangun untuk masing-masing risiko 
prioritas urusan wajib / pilihan karena masih ada 
celah pengendalian dari pengendalian yang sudah 
dilakukan oleh pemerintah daerah. 

IV Rancangan Inf ormasi dan Komunikasi 
Bagian 1n1 berisi rancangan informasi dan 
komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak 
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui 
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai 
yang diinginkan. 

V Rancangan Peman tauan 
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan 
dijalankan untuk memastikan bahwa risiko d a pat 
dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang 
telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 

VI Penutup 
Bagian 1n1 berisi simpulan rancangan penerapan 
pengelolaanrisiko Unit Pemilik Risiko 
Lam piran-Lam piran 
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian 
risiko, hinggaRTP serta pengkomunikasian dan 
moni toringnya) 

z. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko. 
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan 
secara tahunan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), 
Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko 

2.1 Pelapora n Unit Pemilik Risiko (UPR) 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara 
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas p emerintah 
d a era h dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko 
Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis 
OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan ole h 
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 . 

Gamtxv 1 

Alur Pelaporan Berkala Pangelolaan Risiko UPR 
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Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi 

Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai 
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja 
Tahunan. 

2. Laporan Tingkat OPD 
Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD 
dan Operasional O PD sesuai dengan urusan yang 
ditangani oleh setiap OPD Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah 
Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 
Pemerintah DaerahTahunan 

Laporan tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko dan 
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris 
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh outline 
sebagai berikut: 

Laporan Tahuna n Pengelolaan Ris iko 
Pe merintah Kabupaten Rejang Lebong 

Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan 
laporan pengelolaan risiko serta gambaran 
umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah 
daerah. 

B. Dasar Hukum 
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun 
kebijakan baik yang berasal dari pemerintah 
pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah 
yang menjadi dasar pengelolaan risiko 
pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan 
sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 
Bagian 1n1 berisi maksud dan tujuan 
dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah 
daerah.D. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi 
batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko 
pemerintah daerah. 

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah 
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah Tahunan 
Bagian 1n1 berisi kegiatan-kegiatan 
pengendalian terhadap risiko yang 
direncanakan pada periode tahunan tersebut. 
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko 
dan RTP dari periode tahunan sebelumnya. 

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Tahunan 
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Bagian 1n1 berisi kegiatan-kegiatan 
pengendalian terhadap risiko yang 
dilaksanakan pada periode tahunan dan juga 
uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana 
kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. 

m Ham batan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang 
menjadi kendala a tau hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal 
yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana 
dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah 
daerah. 

IV Monitoring Risiko dan RTP 
Bagian 1n1 berisi hasil monitoring atas 
pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian 
risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan 
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil 
monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan 
pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode 
triwulan berikutnya. 

V Penutup 
Bagian 1n1 menjelaskan simpulan atas capruan 
penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko 
serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak 
lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada 
periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan 
pengelolaan risiko periode selanju tnya gun a 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 
Lam piran-Lam piran 

2 .2 Pelaporan Unit Kepatuhan 
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan 
kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan 
bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. 
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai 
unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan 
un tuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak 
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, 
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan 
pengendalian. 
Laporan tahunan kegiatan pemantauan 
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan 
Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan 
tembusan Sekretaris Daerah dengan contoh outline 
sebagai berikut: 
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Laporan Tahunan Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan 
Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Le bong 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan 
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh 
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana 
dan r ealisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah 
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala 
yang dilaporkan oleh UPR kepada unit 
kepatuhan. 

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP 
oleh UPR 
Bagi an 1n1 berisi mekanisme dan hasil 
pemantauan atas pelaksanaan pengendalian 
sesuai infrastruktur pengendalian yang telah 
dibuat serta analisis basil pemantauan 
untuk memastikan bahwa pengendalian yang 
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan 
secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap 
kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, 
bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, 
penanggung jawab pemantauan, waktu 
pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu 
pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi 
dalam pemantauan kegiatan pengendalian. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun 
feedback atas kendala dan hambatan yang 
dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis 
maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan 
pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan 
kepadaUPR. 
Lampiran-Lampiran 

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan 
Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah: 
1) Merumuskan kebijakan, arahan serta 

menetapkan hal-hal terkait keputusan 
strategis yang menyimpang dari prosedur 
normal; 

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 
risiko pemerintah daerah yang meliputi 
sosialisasi, bimbingan, supervis1, dan 
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 
pemerintah daerah; 
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3) Membuat 
pembinaan 
disampaikan 
Daerah. 

laporan tahunan kegiatan 
pen gelolaan risiko yang 

kepada Bupati cq Sekretaris 

4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu 
instansi pemerintah dalam melaksanakan 
langkah demi langkah proses penilaian risiko . 
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, 
Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau 
pihak lain yang ber kompeten. 
Dikaitkan dengan tugas-tugas terse but, 
Komite Pengelolaan membu at laporan tahunan 
kegiatan pem binaan pengelolaan risiko yang 
disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris 
Daerah dengan contoh outline sebagai berikut: 

Laporan Tahunan Komite Pengelolaan resiko 
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan 
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh 
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. Selain itu juga 
dibahas kegiatan pembinaan terhadap 
pengelolaan risiko pemerintah daerah yang 
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan 
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 
pemerin tah daerah. 

B. Ham batan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana 
dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah 
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang 
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. 
Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi 
dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan 
risiko pemerintah daerah. 

C. Hasil Pem binaan Terhadap Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP 
oleh UPR. 
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan 
terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah 
kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil 
fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi 
pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 
langkah proses penilaian risiko ataupun 
pemutakhiran risiko dan RTP sesuru hasil 
monitoring berkala o leh UPR dan pemantauan 
berkala oleh unit kepatuhan. 
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D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun 
feedback atas kendala dan hambatan serta 
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil 
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
pemerintah daerah kepada UPR. 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH 
REKAPITULASI HASIL Kl;cSIONER PENJLAJAN U NGKUNGAN PENGENDAU A,'l l:-ITIJL'I 

co:-.'TROL ENV!RO:-.'MD.'T £VALUATION(CEE) 

NAJllA PEMDA (l"'mrov/p•mkot/p,a,bb) 

T Ahun Pcni!.i&n 

NO. PERTANYAAN /KUESION£R I IAWABAN RESPON DEN (R) "'' lVll'l.lLAN 
I 1U I JU I R¼ I R~ I R5 Ro I ~St.du.. I . .. , ,..;-,o r i:i: 

a b ~ d 
A. PENEGAKAN 11\'TEGRJTAS DAN NTLAI ETlKA l\lEl\lADAI 

Peg3wa, mendapatk<ln pesai, mtegntas & rula1 ebka secarn ""i'' "'"3 "' " ' j '" "'j "' "''i" "'3 .... ····-···"'"'"'''''''''"'''''-········ 1 ,l 

rutu, da11 punpman mstansa (Masalnya keteladai,an, pesan ~ lem.cl,u 
moral dill 

2 Pemda telah memilik1 aturan penlaku (nusalnya kode ehk, 3 3 3 3 3 3 3 
pakta 1ntegntas, dan aturan penlaku pegi1wa1) yang telah ~ lemadai 
d1komwukas1k.an kepada seluruh pegawaa 

3 Telah terdapat ftmgs, khusus di dalam msl.u1s, yang 2 4 3 3 3 3 3 
melayilm pengaduan masyarakat atas pelai,ggaran aturan ~ kmMi&1 
penlaku/ kode ebk 

,I Pelai,ggM.in aturan penlaku/ kode ebk telah 3 4 2 3 3 2 3 
dibndaklan1uta :\lem..1d.a.t 

B KOl\JITl\l EN TERHADAP KOMPETENS I l\lEMADAI ······- ""i"' 
........ ···-···· ........... .......................................... 

l Standar kompetensa sebap pegawai/ pos,s11abatan tel.ah 3 -l 3 2 3 3 ~!eoud.u 
d1tentukan 

2 Pegawi\l yang kompeten telah s«ar.i tepat 01e1,g,s1 2 4 3 3 3 3 3 
:\ltmad& posis1/ J.3batan 

.. 3 ... 
Pemda tel.ah memilik1 dai1 menerapk.an strateg, ... T '"j'" ... 2 ... " ':j'" -·3"' ""j'" " 3 .... ····-······"······-··········-········ 

~~nud .. pertJn2kata1, kompelens, pegawai 
-1 Terdapat pelabhan teLkait pengelolililll rlSlk0, baik 3 3 3 3 2 3 3 

pelatihan khusus maupw, pelahhan tenntegr.lsi se<:ara ~1e-madiu 

berkala . ... c ... ... KEPEl\111\IPlN AN°Y ANG.KONDt;S IF ........................ ,,_ ........ _ .. ······- ........ •• • • •nO -······ ···-·· ·· ........... KUR ANG. MF.:MAOA
0i 

1 P1mpman telah menetapkan k"btJakan pengelolaan nstko 2 3 2 2 2 3 2 
yang membenkan k<'Jelasan arah pengelolaai, nsiko Ku.rang ,.femadai 

2 Punpma.n menerapkan pengelolaai, nstko dan 3 3 3 4 3 3 3 
:\l~m.adai pe,1Pendal1ai, clalam pelaksaitaan lugas dai, pengambtlan 

3 Punpmai, membangun komurukas, yang ba1k dengan 2 3 3 3 3 2 3 
anggota orgillllsas1 untuk beraru mengungkapkan nSJko 

~t~mftd..u dan s«-ara terbuka menenma/ menggall pelaporan 
nstko/ masalah 

~ Gaya p,mpllldn dapat mendorong pegawa, untuk 3 4 3 3 3 3 3 
menmgkatkan km<'l')a 

)..f~m.adAl 

5 P1mpman menetapkan Sasaran strategtS yang selaras 3 3 3 4 3 3 3 
M~mad.u 

.. den~an ,·151 dan nus, Pemda ....................................................... ... . ... ........ "'j" •••••••• ........ . ....... ........... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b Rencana/ sasaran strategis pemda tel.ah d!Jabarkan ke 3 3 4 3 3 3 
,.,~mac:1.u 

........ .. dalam sasaran OPD _dan_tmgkat o_p<.>ras1oanl OPD ........... - .... .... i .. " j '" "j"' '"3'" "'i " "'f" " 2 .... ····-··············-··········--······ ·· 7 R!'ncana s trategis dan rencaata ketJa pemda telah 
K.ur.u'lg ~ l ttnadAI menra1tkai1 mformas , meni,-na, nstko 

8 P1mpman berperai, serla dan mengi>cutsertak.an peJabat 2 3 3 3 2 3 3 
:\kmada.i 

dan 
'"fj" ... PEMBENTCKAN.STRl,'}..,'TUR ORGA.'il SASl

0

YA."IG S[SUAI D ENCAN KEBl,"fl,"HAN .. ····-···· - MEMADAI 
l Settap Ua"USan telah duaksanaka.n olel, OPD dai1 u111t ketJa 3 3 3 4 4 3 J 

:\l~snad,u yang tepat 
2 llfasmg-ntasmg p1hak dalarn orgarusas, telah memperoleh 2 3 3 4 4 3 3 

ke,elasai, dan memahru.ru peran dan tanggungiawab " 1.einadA.l 
masmg-maSJng dalam pengelolaai, nSlko 

3 Pegawai yai,g bertugas di OPD merupakan pegawa, tetap 2 3 3 4 4 3 3 
dan bukaa, pegawai }'Mg bers,fat ,ul.hoc (sementara) l\l~madAJ. 
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NO. PERT ANYAAN /KUESIONER T AWABAN RESPOND EN CR) ~IMYULAN 
RI I R2 I R3 I IU I R5 I 1tb I Moehn J..'l lO C.I ON""' r r:r: 

a b C d 

Adanya lransparans1 dan ketepatan 1\·aktu pelaporan 
pelilksa.na.u1 per an dan tanggung jal\'ab masn1g-masmg 
dalam pengelolaan nsiko 

3 4 3 3 4 3 

... f .. PENDELEGASIAN W'EWENANG DAN TANGGUNG IAI.VAB YANG TEPAT .. 

3 

1 Kntena pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan 3 4 3 4 3 2 3 
.....,.._ tepat 

2 Pendelegas,an wewenang dan tanggung 1awab 3 3 4 3 3 3 

.. .. ..... MEMADAI ......... . 

:\!emado.i 

:\femada, 
dililksanakan secara t;r,_a-t ~--~----------ji-::----1-~ r ~ +--"!!""+ ~ + ..,,..+ ~-r --~-----~t 

...,]. _ _ ,Ke\\·enangan d1re~~~1odtl< 2 3 3 3 3 _ ,_2_. __ 3_ -"" ___ ~_fe_n_,a_d_.., __ _ 

r PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBlJAKAN YANG SEHAT TENT ANG PEl\lBINAAN KURANG MEMADAI 
SL'MBER DAYA l\lANUS[A 

1 Pemda telah menuhkt Kebljakan dan prosedu.r pengelolaan 2 3 2 
SD1\1 yang len gkap (seJak rekrutmen sampa1 

3 3 3 3 

.......... dengan pemberhenhan pegal\'a1) ., .................................................................. . 
2 Rekrwtmen, retens1, mutas1, maupmt promos1 peuuhhan 2 3 2 

SOM telah dilakukan dengan bail< 

... 3 ..... 3 ... "2"· .. 3 .......... ..................................... . 
:\lemAda, 

3 lnsentif pegaw.u telah sesua1 dengan tanggm1g jaw ab clan 3 4 3 1 

... kmer1a . ........................................................................................... ....................... ...... .. 
4 ... Pemdatelah.mengmtemahsas1budaya.sadar.r1Siko ............... 2 3 2 2 
5 Adanya Fembenan 1cwa11t dan/ ataup11111s/1111e11 I alas 2 3 2 "2"· 

pengelolaan nsiko (l\hsah1ya memperlunbangkan 

b 

pertanggungiawaban pengelolaan rtSlko dalam pen.ila1an 
kmerya} 

Terdapat e\·aluas1 k111e11a pegal\'a1, dan telah 
dipert,mbangkan dalam perlutungan penghasilan 

2 3 2 2 3 3 2 

7 lnstansi tela11 mengalokaSlkan anggaran yang 2 3 2 1 3 2 2 

Kurang '.\vmad.&i 

Kunng :\femad.&i 

Kurang Mem&d.&i 
..... ...... memad.u_ lUltukyengembangan SD1\1 .................... .................................................. . ......... ...................................................... .. 

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN I NTERN PEI\IERlNTAH '\ ANG EfEKTIF I\IEMADAI 

1 lnspektorat Daerah melakukan renu atas ef1Srens1/ 3 3 3 4 3 3 3 
efekhntas pelaksanaan setiap u.rusa.n/program Sec:ara :\iemada, 

......,, __ r.:nodtk ----.,1-w--i!,.,.,.--t, 

2 Inspektorat Daerah melakukan revru atas kepatuhan 3 3 3 3 3 3 
3 -~-,·t, ~----~---~! 

:\lemado.i hukum dan aturan la.nuwa .,._.............__ 
3 btSpektorat Daeral, membenkan layanan fasihtas1 2 2 3 3 3 

penerapan penge lolaan n siko dan penyelenggar aan SPIP 
3 

~ 

3 
:\1emada.s 

4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbaslS 3 3 3 3 3 
nstl<o. 

3 3 
~i,mad& 

5 TemuM dan saran/rekomendas1 pengawasan APrP telah 3 3 3 3 3 3 3 

•- d1tn_2daklanjut1 ---~~~~--~-- -~·-.,__, ___ .,, _ _ ...,.,_......,.~-·..__..__~ .,. 
H HL'BUNGAN KERJA YANG BAIK DDlGA INST ANSI PEMERINTAH TERK~_A_I_T..,,...._ .,......_ ""_~ __ ,,.;,., 

:\lemAdai 

- --~- MO..fADAI 
1 Hubmtgan keqa yang ba,k dengan 111stans1/~ ~--;·asi lam 3 3 3 3 • 3 3 3 

:\lemadai 

2 

yang memwk1 keterkattan operaSJOna.l tela.h terbangun 

Hubtmg.u1 ke11a yang balk dengan u1stans1 yang terkart 
atas fu.ngs1 penga,\·asan/peemnksaa.n (mspektorat. BPKP, 
dan BPK} tell\h terbangtn1 

3 3 3 4 3 3 3 
Memad,u 

~t:rr&lgan: 
Kolou, c du.,.i dengan JAWAban ~!.pOClden 

Ket Ja,-·aban: 
I : T,dak Setuiu/ 8,,lum ada/ belum ruba,,gun 
2 : Ku.rang SetuJu/ Telah rubangun/ rut•~•pkan. akan trtap, belum kcns,strn 
3 : Setuiu/ Sud.\h chbangw, atau d.ite<apkan d<"ngan b.uk, laps maOlh b,sa d,tmgkatkan 
4 : Sang at Setup.1/ Suc!Ah d.ibangun at..u d,te<apkiu, <kngan b.uk d.tn dapal rutuJMi<an ke organ..,.., I= 

Kolom d du$, dt!-nga.n ~put.an haul peru.l.a.ian Lnskungan pe-n.3enda.han bap ptttAnYa.a.n dA.n kes,.mpula.n b..ap sub unsu.r Lngkungan penge-ndallA.n 
~sal: 
keounpulan bap pe<tanyaan : 

•~iemada.i". ap.a.b1Ja modus JAW.llban t~spon.dt-f't ac:L\L\h 3 atau 4 da.n ~Kurang ~ lemadAJ• apab.la n,odus JAWabMI r~spand~n a.cW.ah 1 aJau l 
keounpulan sub""'"" lmgkungan pengendal1411; 
:\leni•dai", •pab,la selu.ruh ,ampulo.n h•p pertanyllan pacla sub umur ters,but t• l.'11 "mem•dat, do.n ' kw-ang meai•da,' apabtl• lerclapat 

2mpulan pertanya.u, pada ,ub unsur lrro,but yang "Kurang :>.lemada.,' 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR g, TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISI KO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh CEE Berd•sarbn Dolcwnen 
Kondisi Kerentdlldn Ungkungan Peng•ndalian Intern 

di Pemerintah O.terah XYl 

N~aPemda Pemenntan Kabupaten XYZ 
Tallun Penilaoan 2018 

No. Sumber d.iu Utalao. Kelen,ahw 

• b C 

1 Media massa • Banyak lel)ad, penropotan/ mutasi l"'Jilbat daerah kai:ena 
tersangkut kasus hukum 

-Pegawru relwn d.ttempatkan sesua, dengan kompetens, dan 
pengalaman 

2 LHP BPK ;,.;o. Xxx t.u,ggal -Pemenntah Kabuf"len X\'Z belu;n menultla strateg, dalam 
)(XX lentangHast! pemenuhan dru, penrustnbusian SOM kesehalM d, Puskesmas 
Pemenksaan BPK atas 
Efekttht11S Pengelola&, -Kuahftkas1 da.n kompetens, Dokter serta tenagi\ kesehata.n d, 
Swnber Daya Kesehata.n RSUD Kabuoaten XYZ belum memenuh, kebutuhan aka.n 
JI(.\/ -Pemenuhan tei,ag:a keseh.,tan di RSUD Kabupaten X\ Z beh,m 

memperhatikan hngkat kebutuhru, dalam pembenru, pelil\'Mrul 
kesehatan 

SK lnspektur ::--o. Xxx lnspektorat O.wrah belum melakukan audit kmel)a atas 

3 tangg.tl xxx tmtmlg PKPT peiwelengg,,raa.n uruSIU\ kesehatan daliun hngk41 s trategis 
lnspektorat 

lHP BPK No. Xxx tanggal -Pelar anan pas1en BPJS d, Kabupatei, XYZ belwn optunal diln 

4 
)(XX tenta,1g H,,s,l terdapat reguli\51 Du= Kesehaton Kabupatei, XYZ ticL,k bel).tlait 
Peinenksa&, atas Km"l" sebaga1111dlld mesbny4 yi\ltu ketentuan mengeiw p,-aktek 
Pmyelenggar4an JKN Dokter 

1 Kla..f,w, p0tm•u fahan m•nggunabn , ub unour l.,ngkungan Pengmdahan dalom PP t,O T ahun 2008 

K,tttangan 
Kolom a d11, 1 dt-ng,m r.omor urut 

Kolou, b d= d•ngan •uu~r data 

Kolom c dus1 denga.n tt.riWU\ blt:o,Ahan pk.A budMMkan datA y.ng ad.a merupakan ktltrnahan, At.au 

Kolon, d dim dengan k!MJ!tk.los k•l=lwl = ua, sub un<ur pada hnpcungan ron~ndah1tn 

41 

.lfusifib si 
d 

Penegakan mtegntas dan rulat etika 

KOlllltmen terhadap kompetens, 

Penyus\lllaJ1 drut penerapan kebtaJ"kru, yru,g 
seh11t tent.u,g pembmaru, 50::-,1 

Konutmen teihaddp kompetens, 

Pettyusunru, dru, peneMpai, kebta)<UCll )'Ang 

sehat ten tang pembmaru, SD:--1 

Per,u, APIP yru,g efekllf 

Keperrump,nan yM g kondustf 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR <(/ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh 
Si~ul,n SUrvti J'trs,psi ll., UngkunglD P,ngmd.tli,n Jnt,rn 

Ptu.1trlntffl O,tuhXlZ 

!'Omo Pemd.1 Pernoml3 h Ko bupllen XYl 
Tot.In Pe11lalon 2018 

Ho. Subunsur 
Hui R<liu Dollum<n 

HIStt ur1l•• 

• b ' d 
I P,nt,ll;_a-1 lrupl{IS din KW"an( &if¥& ttrja01 ~flf'l/muttsl pejeba 

"'laieth Memaoai Olffitl k•t N tersattO;ut ta.SUS N.ltbP1 

l komttr'lfri terhldao Kware Ptp\\'11 befurn dlffl1)-1an HS~I cftncan 
\Off'4)e:tl!:Ml ,.1emad11 t.0Mc,e.ttl\St daf\ Pt-"f\laonan 

ki.alt1tas. dw, tor,,etensl Doltenena 
ttfl.l&a keset,atai a. R.SLIO KibUPi1tn 'tfl 
btlwn '"'mauh ket>1.1tuhin ._.,_ 

pent;eran ~ta11ro.a1"1 ~.1und1 Erl JkN 

,I Ktoe:mm0tnanyq Kw1ne ~, 1,ranan "°""' BPI>"' l<Jblll)&en m 
konctus,f ~mida.i bek.m optlfflll diiW\ tttd6Plt rt&\11.ISI l)nu 

KtsthM:Jn IClbupaten M wal bttJllln 
stbcllamtr.1 mtSmy1yam,tetern;1n 
mei-ft:r.a1 mt:tei Ool.ur 
Pust..-smo, btti.m,~.,....,• ~eyodalan 
seUfvti ktbutW\ln ta""~1i.an!llkmer.dui.ur,c 
peJayan.iWl ~ehatll'\ .se:6tl memai:w, 

4 Stn.Jtur OfilMl9 sesual 
ld>u«il\ln 

I Ptnd depsan Vifl,!fllf'C 
<tan tanuq 11wab ~, 
ltptt 

6 PenyusuNn din Pt nera~ kuront ?trnennah KatU,lPllt!' XY2 bej.-n m~lila 
JO!boai;.., vonc S.l\lt Memadol mate11dal1rn~nuNn ~ 
ter:ta111 P'tmb!W'Nn SOM ptncustnbu9an SOM kuthc.an Cl PuSktsfflil5 

Perntr:ft\ ttNP \t~ltt n di FISUO 
Kbbuc>a1tn XYZ bt~m ~n'Offll•1-.,n 
ti~• ~out1JN.nd8'1rn Ptrnbtnan 
ptll'fll"'lf1 \:t:seh.ltan 

1 Pe-rwuj\Gln Pe' .i APIP ICura,,1 lnspe-kt:ota Oler ah ~1,m~lakultan1udrt 
YIIIC t'fektd Mtmada knt.rJaaras penytlffl(praa" UNSt" 

,eseNtanoalim tir.cUt sv.e1s 

I HubuncanK<~•Y"'IS.~ 
0tnc1nlnst1ns1 
Petn"rtlh Ttrtaot 

ll'ettrM"IEln 

t.oioff\1 dllSl de~., nonv l.lUt 

~otom bdli1'dtr-.pn 'SUbunsw p;tdl hnc;Ut'Caf\ ptn(endlhr,i 
kolomc dl&i ctier c1ns1ff'CIUll.n peni.b.an 111'"11 CH blrdasarun aolul"":en 
kofOfl'I d 61111deripn ..nan srn-.,UU!in pmla.an aWilCEE btrdasar\:111 tiLMtn 
Kolom e dist dtrfa"slmpu:lan hastl sl.ll'\'e1 perseps1 
l'otomf (hSi dtnt:Wt tnllWl S~pc,ijanstsu,I N:ltl SLS\'tl persr:-psf 

H .. ~ s.,...,J Penepsi 
H• W lkai•n 

• I 
MenlCJ• 

.,....,..,. 

KWln& • Pl~r., belum menttap,.an 
Mernld• ktbJat.ano-m~n r&1~var.c 

membenbrt kt,elasan arah 
perccek>•an risto 
• Rerone w11?ps aan ~•na 
kefJ• pem~ beu-m r't f'l't9J,an 

1M>rmag rritl"Ct Nl nslO 

M,o,odlli 

t.'<mJO• 

KWll'f •Pendl~"'"' me,11ntern1insJ 
fil.f1'1'Ulda bu9t1sQrrts,kO 

• 80,m tttdac>ar. Ptmbtnanrew•<f 
dan/ .. , p,,rw,~n< ... 
P<l'ltlolm ri111J> Mnlrya 
menpemmba"Qn 
penanep11n.,,tw1 ptr&tblnn 
n.s~ Glf1m s,tnilllWl tlntrJI} 
• hahsag hnef]t PtP'-'•Jj b:ellrn 
<IIP<lll=nci.n csatam pen,tun,., 
Ptncno•tan 
• •ncpr1n 11<rc<mbr;an SOM 
bdummer,adai. 

M<modli 

Menmli 

Siq>ulaft Ptn)dasan 

l h 
Kurinc &lnyik te(JICII ptn«>pOfM\l'tAJtlSI PtJlbit 

Me!fl"tldlll d.1el"M) tartr.a ttrsent).ut t:asus ru,kuri'I 

Kunrc P'q1.v11 bdwn Olltrf!Qakan sesua, otn,1n 

""""""· 
tompeter.st din per,pttman 

Ku:altlc.au c,,n kD"1)tttrts1 Ookterse.,u teNp 

"'"""•• di RSIJD ~llboporen m belll'I 
mt.men.wt-I ht11.mJh1n •an pt~etiari pell~'INn 
l.tl<Mln :Hra lkN 

~"""' • P1ftl)lnaf' bth•n mtr,eul)Yn ktbtJllkan 

Mernlld• Pf'f'CdOIHl'I ruit.OVIOI mtmba t..ln UJelasar. 
arah ~r,itloeanns►.o 
• R.tnCM\a strateos aan ctrafMI terJa Dtmdl 
bth.m merrf"'1kan t'\formas, mercen11 ,u.*o 
Pt1,,.an.an ~n SPJS dJ Kabupaen 'f:fZ. bt-lum 
q,c:una,I !Sin ttrd61)Jl rqves1 Olnu. kts~iun 
bbup,attn XYl tldalt bel]ilan sebap11NN 
meslryi'fl\tu ktttMUnmt•na• PtlL.ltt 
llott" 

Mtf"acl~ 

Mffl!JOII 

l!lirl"I • Pemaa btlummtrilnrtrnalus1 budatfa sadlr 
MO!>laa• nvto 

• BtWTI ~n:IIP,H pen'Otnw, rt,,rt,rd dan/u u 
punstvnent 1tas p,e:niielolaan nsiko {M1nh1a 
~ml)tttn'ba""'an Jl'ft•"CIVODIIWIOln 
perc,1011,n nsto dalam pe:111111-, kttr.t1J 
• fvll1a• ' '""'" Ptpwa, beumdil)tmmbancl.an 
dalarnpen,""1;an PtoCN•i•n 
• lt"Qlrll'p-et1'rbr,c:1nSOM btllm f"lf!mtdilt 
Peme:nnon Kabup1ttn XYZ Detum meml·);) 
sttxtti dalam pemtnuhaBdao pendtstnbuslan 
SOM keseNtanOI Pusktsmas 
PtttnUhan tt~ ~t.sthaun di R.SUO Klbup«en 
m belum ""'mt>tillltlan Un(1<1< l.ebuM1111 
d11lwn ptmbtn., pel,rwn lcset-aan 

kuAnc lnspektonn Oetrah bthnn mel!kuktn a,0& b~Ja 
Mernaa• ata:5 penyelena1run urusll'I ~thltan dalam 

nrctat sua.eeis 

Mtmldl! 

Kolom I disi dtn,an S11'1pullfl seulf't1S1lperw.la11t1 awaldlln IUl\'tt penepsi J•1 hlsal ant1ra pttM11an _.., oan iurve ptt1tps1 httrtfttan,an. mlta lai:l.lkal'I penaataman auu la la.I tan professor-al; JJaetir.tnt 
unuA m.e.nv,motil.ntva 

l(olom hdJlSICenpn uni en ltlemahln 
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LAMPIRAN VI Form. 1 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR '& TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RI SIKO STRATEGIS PEMOA 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XVZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2018 
Periode yang dinilai . Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Sumber Data : RPJMO Kabupaten XY2 Tahun 2019-2023 
Vlsl : Kola Bengkulu yang Bahagia clan Rehgius, APBD untuk Rakyat 

1. MewUJudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

Misi Strateg,s RPJM D 
2 Mewujudkan Percepa ta n Pembangunan lnfras truktur Perkotaan 
3. Mewujuclkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mu Ila 
4 Membangkitkan Ekonomi K reatif dan lklim Usaha yang Kondus,f 

Penetapan konteks M lsl 
3 MewUJudkan Masyarakat Cerdas. Sehat. dan Bera.khlak Mufia Risiko Strategis Pemda 

Tujuan 1.1 Menrngkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
T ujuan 1.2 Menrngkatnya kohesivitas masyaraka t 
Tujuan 2 .1 Meningkatnya kualitas transportas, 
Tujuan 2 .2 Meningkatnya Kela yakhunian 
Tujuan 2 .3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 
Tujuan 2 .4 Menurunnya risiko bencana 

T4uan Strategis RPJMD Tujuan 2 .5 Meningkatnya kualitas lingku,gan hidup 
Tujuan 3 .1 M eningkatnya akses dan kualitas pendidrkan 
Tujuan 3.2 M enlngkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuan 3 .3 Menrngkatnya kesejahteraan sosial 
Tujuan 3.4 M eningkatnya part1sipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4 .1 M eningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4 .2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan Konteks 
TuJuan Rl siko Strategis 
Pemda 

Tujuan 3 .2 Menrngkatnya derajat kesehatan masyarakat 

Sasaran 3.2. 1 Menrngkatnya keselamatan ibu anak 
Sasaran 3.2.2 M eningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku h idup sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya preslasi Olahraga dr Kabupaten XY2 
Sasaran 3.2.5 M eningkatnya peran serta Pemudl dalom pembengunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi 

Penetapan Konteks 
Sasaran Rl sik o Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualilas kesehatan masyarakat 
Strategis Pemda 

IKU Sasaran RPJMO 
Usia Harapan Hidup adalah dite ntukan Jumlah kematian bayl, Jlka 
angk a kematian bayi b esar, maka usia angka harapan rendah . 

Penetapan konteks IKU Usia Harapan Hidup adalah drtentukan Jumlah kematian bayr. jika angka 
Rl siko Strategis Pemda kematJan bayi besar, maka usia angka harapan rendah. 

Program Penlngkatan Keselamatan lbu Melahlrkan dan Anal< 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Baiita 

Prioritas pembangunon Program Pencegahan clan Penanggulangan Penya kit Menular 
dan program unggulan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program Perba1kan Gizr Masyarakat 

IUru san Pemerlntahan 
Daerah 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Brdang Kesehatan 

Dinas Kesehalan 
RSUD Kabuoaten XY2 

Nama Dinas Terkait Dinas Pemberclayaan Perempuan. Perlindungan 
Penduduk clan Keiuarga Berencana (DP3AP2KB) 

Anak. Pengendalian 

Dinas Pekeruaan Umum dan Perumahan Rakvat 

Tujuan. Sasaran, IKU Tujuan 3 .2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Menrngkalnya kualitas kesehatan masyarakat dan Program yang akan 
IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian dilakukan penilaian 
bay,, Jika angka kematian bayi besar , maka usia angka harapan rendah risiko 
Program Penrngkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 

Ost 

Kabupaten XY2, ....... September 2018 
Bupan XYZ 

•••••••••••••••••••••••n•• 
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LAMPIRAN VI Form. 2 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2018 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
OPD vanCJ Dinilai : Dinas Kesehatan 
Sumber Data Rancangan Awai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ 
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bay i, Anak dan Reproduksi 
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 
IKU Renstra OPD IKU 

Angka Kemati an lbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 
memiliki Kompetensi Kebidanan 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 
IKU Lansia 
IKU Gizi 
IKU Kesehatan Reproduksi 

Proaram Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 
Tujuan Strategis : 
Meningkatkan clerajat kesehatan masyarakat 

Sasaran Strategis: 

Tujuan , Sasaran , IKU Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

dan Program yang akan 
dilakukan penilaian IKU Strategis: 

risiko • Angka Kematian lbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 
• Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup" 

Program: 
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 

Ost 

2023 
57 
3,2 
3,6 

100 

Belum ada 
Belum ada 
Belum ada 
Belum ada 

Kabupaten XYZ, ...... . September 2018 
Kepala Din as Kesehatan 

................... ... ..... 
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LAMPIRAN VI Form. 3 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR {l TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL oPD 

NamaPemda : Pemerinlah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2018 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerinlahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan 
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 
Tujuan Stralegis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehalan Masyarakat 
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan (Renja 2019) 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
dan Kegiatan Ulama 4 . Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

5. Program Peningkatan Keselamatan lbu melahirkan dan anak 

1. Jaminan Persalinan (OAK NON FISIK) 
2. Pertemuan ANC Terpadu 
3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam 

penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah 
Keluaran/Hasil Kegiatan pada sektor ekslemal 

Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehalan Peduli 

4. Remaja 

5. 
Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1 

Program. Kegiatan . dan 
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 
Kegiatan Jaminan Persalinan (OAK NON FISIK) 

Keluaran/Hasil Kegiatan Keluaran/Hasil Kegiatan : 
yang akan dilakukan 1. Terbayarkanya Jaminan 
penilaian risiko 2. Terlaksanya Kegiatan 

7.455 ibu hamil 
30 orang peserta 

50 orang peserta 

20 orang peserta 

20 orang peserta 

Kabupaten XYZ, ....... September 2018 
Kepala Dinas Kesehatan 

........................... 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR i TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh 
Kenas Kerja 

ldentffikasl Rislloo 9rategill Pemerlnlah Doe rah 

Nlma Pernd.1 Perrerintah Kabupoten ~z. ProvinllABC 
N.lma CPO Olros Ket.etobn 
T al-un Penlaian 2018 
Periode y.1rg dinila.1 Perbde RPJMD (Thoo 2019-2023) 
l..kv'...an PemeBnahan Lh.ts.>n W;J t, Pebv.amn OaS;Jr Btd.lna Kerehl1an 

Tujuo n/Sa..-, ran Jndikator Risillo 
No Kode Stralegis/Program Klnelja Uralan .___ -· RiolllO 
• b C d • f 

Tujwn Stroiegls Pemd.1 1 
Meningkotkan dcreiot 
keoeh,1an 11\lltf,l.,kot 

Sam ran 3.2.2 ~l&ningkotn\O Uso ,...,,.,.,pon l'et'ibku Hdup .,, 1 !llepab 
kual"' 1 1,osetu t>n Harapon 8e1S1h Sehat (Pl-flS) n,rdah 901.02 Ooer,h 
rnosyarakal Hdup 01 

Peb )'lron ke>ehab n belum RSP 1 Ke pob 
merren i 11SPM llid.l'lJ 9 01 02 loerah 
Kea,t\'lt>n 02 

1Prcgmm Perirgkitin Ku10rgnya 1bu turnl bergi,I RSPI Kep, li 
Kesebm,tan lbu Mebllrkln o,rdoh )Org ldokd~ 901.02 loer.th 
fdanArok oleh PC>S)QndU 03 

lbu tumlmelohlrl<an tidokd, 
""'" 1 Kep,b 

b 51Itas ke ... h,bn 901 02 loerah 
04 

Ktttrangan 
Kdam • duw d•nsannomoruni 
Kdom b dn.i dfflg-•n tup,urnrai,g,, l1l'WM w,1ib s,h,g.u DW14 t<tnnnm dwm RPp.lD/ F,mstt• 
Kclan c dn,a dmgan mchkata: latltqa tuJu.w> <ttat,gu 
i.:dcm d dnst d,nganurawi p,nsnwa nng mmtpalw, """° 
Ki:>1001 • dim du.gm l(od• ruiko 

Sebab 

Uralan 

g 

tlOIUO\ tersed O l'1yJ 
Sont>!i Totol Bertus!• 
Masiorokot (STBM) 
(Tdu~ cerrn1sukpr0ria s 
anggoron) 

1 S1mrn p,3roraro 
beklm memodol 
(Pu5""srnao POI.ED ldak 
ser--...edo,) 
2. Jutnoh ,erog o 
keoohata n 1>cl1n1 
mem.>dal 
(Tenaga lobOra,on..,,, 
dob e,, eroga i..setut>n) 

K=ngnyn prrlah 
P,~rdu lXIIUk lbu tuml 

1Ktnngrt(3 a~oe$bllbs 
le~iadap bslltas 
kerehota n yang su:lah 
ado 

Kdom/ cllis, d<npnP.mthk ruiko, r,hok/ unt vq berunggungJ-"''"b ben:q,emnpn W'IUko,.ng,,l<,laNJlr.o 

Dam. 

Sumber 
C/IJC 

Ut•ian 

h I j 

lrterrul ,,; 1 Argko lepdlan ,...nyal<Jt 
TICl.lk Mem.tir (PTM) vrggl 
2. Argko l,opdlon f'lonyaktt 
Men.brlJ~• 
3 Argko $1Ulllng U'l}gl 

lr"terrnl C AKI lil'ggl 
Al<Btirggl 
Akabo 
P011rgkotan kosusglzi 
buruk 
Kaous HIV rrenr9koI 
Koous TB mcnlrgkot 
Arg ka ~ej:)at>n Penya lot 
Tldok Menulor (PTM) tirggl 
Arglo l<epdtan P"'¥3klt 
Menub r tirggl 
Argkl ,11111ing lrggl 

lrterrol C S.yi b hirdi oov.ah be .. l 
ronml 

lnCem,I C Menr1Jkoln)O l<emoli3n 
lbudon boyl s,ot 
melohirkon 

k 

Pihak yang Terilena 

k 

Ke1» b U>erah 
M,,.,,..,kot 
OPO Terk.Jlt 

Kef>'b Loerah 
M> ¥1akllt 
CPO Terl<alt 

MJ¥1<Jkat 

MJS1J30Jl,,11 

Koloo1 ~dnSI dffl~m pen;-.hilb tunbu!n1·• oJllo> Gntul: -doh 1denr.nl..ut ~h,b ri,;lko. ,tl,ab reiko bua dwll.'AOl'lkm I<.- dAJam .\1:m ,\bn,-, .¼"Ti»J. ,\{1(1""". clan M"'•nal 
l(<Jlom h dan dtngansunlber J'1'tko (tbt,mal/inuruul 
Kdoo, 1 dn" dfflgan C, pka W'lt kfl)• mampu Wltuk mena,mallican pe,y, hitb rtslko. atau UC pkil WIit ke!J> bdaJc ""'"'4"' nlfngendA!tbn miko 
i;domJ dim d,ng"'1W.,on alabatv,ngdJt,ml,ullomJik.lrutko berw-bernrtt'l)«b li'nttikmemp,1I11Udah Jd,rtJ!thsl dAmpak o""°• riAAlpAk n,,ko tu. dlk,t,gcrikan I<.- <Wain l:aiango.n ~ 
i:.tpuw, dAn HuJcwn 
.:olom k dust rungm pduk{unu yang m<nd<m, t,rloPna d>mpu: ,-k> n,uoo ben.u-btrur t")Od, 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR r) TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Name Pe.mda 
NamaOPO 
TahunPentlatan 

Penc,do Y""V -
T ~uari St,ategta 
Uf\1$.ln~~tatian 

P1"TIO>Moah Kabu- XVZ. - ABC 
OinasK__,, 
2018 
Penode RonSIJa (Tahon 20111-2023) 
Merwigkalkao demjal ke..sehat:tn masyfll~l 

u,usan Walfb Po&avanan Oll:ia, Btd:.N'I Ke:seha1an 

Contoh 
Kertu Kerj-1 

ldentifika,I Rltlko Str1tegls OPO 

Rlsilto S•b•b 
Ho Tujuan/Sauran Sttateg1s lndlbtor Klnorja """"" 
• b C d 

1 :=.:n=::l detafal 
Sasa,an Stnl,_ oPO- 1 Angka K9fflattan lbu P.._,...,layanan-
Men,oglallly• Kesclomotan lbu. Me- Pe, 100 000 -Bay,. M8k dan Rep,oci.Jks, Kel3hwsn Htdl,ip 

(Pe,sai ___ ..., .... 

laskcs k~ OU hamll hd31r. 
2 AoQ1<a Komall3n Say, (AKS) 

___ , 
Po, 1000 K<ola!Won Hodup 

Kuoolospel<lyon;w,APNbd°" 

3-•-""'Bobla i,8Wal SPM KNehatan 
1N<ae.1 Pet , ooo ~ ..... 
4 Clli.upan Penoiongan Sa<ona _...._ ANC •orang 

PeMinan oleh TOt\lllO& -Ke>e/lallnyang-•1 
K~tena.11<:etHclilnan 

5 C.-Peloy ...... 
~ tttnaga ~Mehetan lertaWl 

kMella,.,,Sayo 

Program. K,..,,.g,,y•JI""""-
Prog,amPen,ogi,Dta,, tesehalil<\yang ~ 
Koselomat;an lbu MetaNnutn dan ·-~ 

Kt.nngnyok--_yang....,_, 

b.J~mol3h.fUll"llicJale.Oj 
,....,. _ {puru->mos) 

K.~•r.ulr,,1n 
i,.,ui.,_.m .i J1N den,,.-,, nr'ffl(of urut 
~,l.ttn lo J1i--tdt'nf',Af'I luJu.in Mr'4b-y)"> w~ W"J.lhw-h.t,-•,..i1 n~ lN\ .lnWm J..,L.m RJ"'fll.111 Rror,.tr• 

1-,,,,&orn. J11,._.j.'Tltfl1Jn..ftMt.."' ~1111-r,aluru--n.,lc.il,'f'."' 
N'-1,,n, J JhM <L.,'&'n ur-o.w,n JX'C'-'°"",1 ,·.ltw rnr.'1'\.lfw..l" n:M.l.., 
M,lornrJ11111-1J,1t'(,-n...,J.-,,,.1lv., 

K-
Rh•o 

• 

RS0 1902 
0201 

RS0t902 
02.lll 

RSO l902 
0201 

RS01902 
020, 

RSO 1902 
02.05 

RSO 1902 
02.05 

RSOl902 
0201 

IY~1on1 J J,,._, J,--t'I~" P."m.hk n-.1M\ """''••i un,l ,.-,r, ~Lmf,1:~n& t-4\\.t)./ t,,.-.,k.,....,.,..,..,r.m untul .n.-nr,o~ ~;.,.,, 

Pomilik u..ian 

I V 

K ..... KufarVI~• ~ K.osehetan 
Dinos Ketof1tbalan int.H progrem llnlas 
KMehat.1n sel<1C• (PooyanOu RTIRW l"'°" 

Kecamo...,, OPO --•I,_.,, 

- ~ kW\i)Qa k8$d\O:at'I 
~ """"'1gAPN_,_,.,l 
Keseho..,, -(T-51)10TK MTBS. nso nooal ,, 
K003la ._...,_..._mc1-

°""" -...... -.,,.n ' Regen dan alal pendul<'""l ANC 

'""""' ·-· "' - Slsiem upegawa.an 
Donas 
1( .......... 

K"""'8oPO ""'8ngnya'"-otasSOMdi 

-"'"""-""' --OPO ~-.-.. SOM di __ ..,....'"""-",vanl --OPO °""""9nY"_...., ..... ~--

-· 
h 

'"""""' 

·-
lnlem8I 

"""'""' 

"""""'I 

1-nol 

lnlemol 

1-,,\.Jo•m t. \h.14t Jt,~.,ri J"f"\H-h.11• UCO~fn~.i t'N).c. l 'ntuL '"'""'l"'.,.n-.t..h ....k-nttl ~ ~•Nt- noi;W, . .,. • .,,_ .. ,NI.., J....,.. Ji.l.t1.o-,:-,nkcn l.o• .. Lll.m \':.ff\ \.h"Y, J.WW1ot \t,. fvw. J.i,,, \rt.o,1.,MJ 
J....~ron, h Ju,,: J.-cnr,.an 1Wnbit-r n..•J,._-, tvl..•~t ~JI 

CIIIC 

I 

C 

C 

C 

UC 

C 

C 

C 

0.ma.ak 

Uralan 

lbU hamd bdak mengetahui 

-•-dan 
--l>ahoy• -· 
Kepoos.,n tno1$yolnlk..11 

"'°""h 
kuahtas dan efekttvltas 
pclayanNt rendah 

Kua•MS dan er~ 
pelayanannindRh 
Kepua.san masyar9kal 
ntnd.-h 

f<Uil)ttas d8n eleldlvtcas 
~yanan rWtdnh 
Keoueun m.nyantYt 
...... h 

Pelayanan di fasilitas 
keffhatanbei».opt,fnal 

Polayaoan di,_ ................ _ 
Men,ogl(av,ya ...,...., Ibo 
darlbaya saat mefahltbn 

!,..l'l,arn I dll'W -k1'tf.-n C . fll., un.it lo.-.•.,.., m,,mru unhal.. ~Jwn f'I-"" rb..b ~lu, .i..u l ( ....,. wut '-.-r,.a t>J,.i,. ...,,.~ ""'""'r••nJ,dal..-,, cn-cl.n 
lr,.l.~<."1'1JdJ1!ll~nwo114nt1l.,-,Ntri:,.nr,d1tJ.r.\Nl'k.tn~n-.al.o~r~r~J.s..lntWl.mrmf'(-rmu..iah~Jwmr,d,.~-J.unr...knal,,tu..!d..,~kd.aLtmku.anr,.an.~N'f'U'--'J.i.nJfol,.,-um 
J.:1ol.•11,),; ~1u-.. '-"'1'11\,UI J'lNll/ unil \..ir,g ffl\""-'•'nW t.TL--rw ~~ ~ m,l..._, ho-n,1,r-h."""r l!'flol'h 
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Plhalt yang 
Tefk•na 

k 

Oonkeo 
RSUO 
Masya,a.81 

°'"""" RSUO 
.Maisy;vakat 

°""' .. RSUO 
Maiy&nwlt 

0.,,"8> 
RSUO 
M,.·uyatakll 

Masy-v.illiat 

>l.a.syarat.al 

Mi)syum~a, 



LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

NM"tttPsncM Pemenntffl Kacupaten XYZ.. Pro\llnsa .oac 
NamaOPO Dnas Ke561Wm 
Tat\unPtil'Vlam 2018 
PertodtyangdmliJ: 2019 
TutuM Snteg1s l.1enu'9kall,;an defillill >.:eiehalflftm~.,.at 
Sa:sa-wt SlnC!l,g.lS OPO Ml!f'ltngk~M d&l'a)Ei kff«lata, masi,arakai: 
Un.i.san Pemen~an Urus~ Waib PAb 81\M oa.:,, 81(1,'.Wl K!setl.tM 

lndiblor Rillko 
No Keg,1t1n 

k.eluarJn T~hilp Ur•ian . b • d . 
Program T1tboya, ""'1"'WH'9fiM/obal 

~UOOJ- - ·-Pen-rYJkailM Ke:cfMc"m.lliYI ...,,,.. w~u 
lbu MefahtO(a, dan Milk """""" 
KegJatan 
J.min.an P...,~ (OAK 

Penal anah-.at Ptiflgaa,Jf\lSU-.Ulf'\ ~ liepal wak1u 

NOHISIK) 

,,.,_,., Ldp[nn Reaba9i KeuaryJan 
T~an K~ mtngumpui~ 
ad'nrtillr8W •yn,at pencanan. ptu 
kefengk~ klam. bfll'UD.'I 

Pemmtauan don Kegagll!M mengtdenl!tkaSI 

"""" .. pQrmasafa'l&n 

TBl18kaai:_, P«etlC8l881 D!Cll lbu hanS m;..lf"I ya,g bWm 
ya Keg1man momllld)a"TWnm k.e9Uf't.«an larmya 

dcl'1 k9Qlnlalat diln hlurehm befum 
oda 

Pl<M.w,gen Ml>JU•M c!Ma hdlil ..., .. 
Polasl<...., Manya p.,s1en Y<"'9 """'h 

clkenikdl btayaol&h RS..9,dan 

-""'"' Pelaska,aan Proses aosa ctlllldi:. d.iladenga, 
8PJS OOt'I JiJT'lileskol )'ang 

~a.rsan 
J,,;,otcm,chU1d~nf\Cll'DCX'~U"1l 
1'.olcmbdJGidr.1US,atM\.NJ\MnMgi.1tan.iiaaiM~•nlU'ptnn!lmA~trrc..VwndowimRKASKPD 
~;;: d1tJ1 df'-ngan .-i.dlk.l.tor~ hlJU-V\'.._..fiW\~ 
Kalan d dMtdenp.,. tatuipa.1 ~n 
Kolcm ~ dll11 dl'l'PftW-.utl ptt'Sb\\'a \"<H'\gfflf'Npak.t.Ansko 
N»Gnl fd.u,adfflg,lnKodr ru.iko 

Conk>h 
Kerta, Kel"jl . " ktentifib I R" Uto n-ra,lonal OPD 

Sebab' l = PemUik Ur1tlln 

f a h 
ROO 1902 K-.,Olna& BerkilS dckument;a pas11en 
02 01 K_,"oYl/Kepalo .. ., .... dlengl<"" clet1'"""" 

B~Kesmilli ..... 
ROO 1902 l(flpllaOini,s Berk.ill~~- oasltn 
02_(!2 K....,aan/K"""I tec'iantJal dileogkap d'ah nma-1 

Bo<m;jl<.osmA> """ 
R001902 Ktpifa Danas Rumah S.-rt lRS M Yunut) 
02 03 K_,atWK-. 

Bklang ><,,s"""' 
"""Y"l"l'>""'"am!COktq~ap 

ROO 1902 l(epala Din.as Evduasl <fiak\A\an •Ntas padl 
02 04 K_,WWKl!)!<I °"'"' 1,un11i\ bumd m,si.t, Y'"'9 

Blda'gl<nmo, bettm mffl1)Uflytt Jand\N'I 
~l!lha&M lamya lerto,-ani 

ROO 1902 "-_.Cll"as Ku-mgnya kOordna, dang,n Otnm 
0205 KesehElintK~a _., 

81da,g Kesmas 

ROO u~m Kepoio Donas 11<J111kadl*~ 
02 00 l<esehaa.\! Kepi!lla 

81,t,..,..,i(Mmag 

ROO 1902 Kepda C.n811 Todacada ... abase 
02_07 KasehiQl'll t<ec>ala 

81<1.nj Kesmas 
ROO 19.02 Keoefa 0nas twra,gnya ktttlnaso 
02 00 KliWlaan/Kepela 

'""-- - ----

..:O:omgd.us1dffl&,tnPf'malikn:.ik0, rih.\k/ W'llt\·u,gbttt.wtgg\a\g~W.tt. bt1'kt'f"""l'~urdukmtugdoLl~ 
Ko!amhdwi~p,n,~tztnbu1ny.tn-1to,t:nrukawmpnmud4.h~sd1.tbn~.&.ewbnflko bc•dl)Q.te~bd.ll.,, .\1., .\b,.aJ .\'k:~ 1\.Wun, d.-,!.-t.t!«i.11 
h0lan1 1 cb,l dm.gM "-'ll\btt nslko \H:!tft'l"l.ll uitffl'WJ 
lw.:a:zt J d1£i~\ C. Jil""' uiut Ul)" nwnpu wlhtk.D.H1~.,_P: pn1\'f:W\) r-ob, .t.u CCpka un.t bz}I a.d.t.n~ mn1~1bn. Pftl'*b rud&.o 

s..,, ..... cue 

I I 
Ekslem" UC 

°'"- UC 

0.51""1~ UC 

lntemli C 

........ C 

"""""' C 

.. ...,.. C 

""'"""" C 

Oa,._.,k••1 

Uraian 

k 
Ptfflbay.irm ~ dooa 10gcra 
dreohsasJkoo 

P9f'Tll»jara, lfdak d.,pat Mgif'"ll 

dNai•MI .... 

Oa,a 04K Trwul.rt ben~nya 
licLlk d 'iaru,t..an olah Kan«1:►eu 

Angga-a, J-lidak 
terserap 1~ 

Petencaiaankor.rtg lepel 

lerhMlba'lyapelayanM 

Rendift'lyakec>t,lasan 
mayt•._. 

T_,_Y" ... ayana, 

NJ1cm k d.zs1 dnigan unaan Miblt .,...,g chtJmbullc:An JlkA mlko bftlaMJml.r tt'r}Adl lhtuk 11vm~ui:b.h ld.Mtl!Uta• dMipak 1l$ikO. dMt1p.U: ~o bl»i ti.btegonbn. ke- d.iolDl ~SM Klnt:f)& iuptttA:A de,. Hakum 
Ko!cm I datL 4-ffigM p.h~is\lt ,.wig tnen<W"l'IC•/ W1'.n\,1 d.nf'UpbnStkOMMr-bfflu tff)lldi 
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Plhaky>ng 
T• rlwM 

I 
K_,..ao-
Ruman s.."fcl: 
M95Y3f'&t.a1 

KepalaOer.lh 
RumitlQt 

"~' 
K8f)llleDtw.ti 
Rum-, liilkl 
M~•akal 

()na, KMef'l&t;yi, 

K~aOet"llh 
Rum.i,soi,., 

Masyarakat 

Kepaiaoerm 
Rumah sakt 
M.-.i.nkat 
Kopli~D-
Rum.ti aakC 
Millyata.a1 

K.,,,.aoerm 
Rumllh Mk& 



LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh 
Kertas Kerja 

Hasll Analisis Risiko 

Nama Pemda 
T3hun Ponil alan 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

No. "Risiko" yang Teridentifikasi 

a b 
I Risiko Strategis 

1 Penerapan Penlaku H1dup Bersih Sehat (PHBS) rendah 

2 Pelayanan kesehatan belum memenuh1 SPM B,dang Kesehatan 
3 Kurangnya Ibu hamIt berg12I rendah yang lldak d1periksa oteh posyandu 
4 lbu hamll melahirkan todak di fasihlas kesehatan 

II Risiko Strategis OPD 1: Din as Kesehatan 
1 Penggunaan layanan kesehatan rendah 

(Persall nan tidak dilakukan oada faskes. kuniunoan ibu hamil ttdak teraturl 
2 Kual1tas pelayanan APN hdak sesual SPM Kesehatan 
3 Sarana pendukung ANC kurang memada1 
4 Mutasi tenaga kesehatan ter1atih 
5 Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan yang prateslonal 
6 Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional 
7 lbu hamil melahirkan tidak di rasilitas kesehatan (puskesmas) 

Ill Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan 
1 Per1anggungjawaban t1dak tepat waktu 
2 Pengadministrasian t1dak tepat waktu 
3 Laporan Realisasl Keuangan Trrwulan: Kesulitan mengumpulkan 

admlnlstrasl syarat penca,ran. yaitu kelengkapan klaim. berupa 

4 Kegagalan meng1dentlflkaS1 permasalahan 
5 Data lbu hamII mlskln yang belum memllikl jam,nan kesehatan lainnya dan 

ke=ma1"n dan kPlurahan hPlum "'1" 
6 Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat 
7 Proses cross check data dengan BP JS dan Jamkeskot yang membutuhkan 

···-"'· , ___ 
8 Adanya paslen yang masih dikenakan blaya oleh RS/Bidan ( double claim ) 

l<eterangan: 
J<olom a dus, dengAnnomor urut 
Kolom b d 11s1 dngan nsiko y,mg tet1denhfikas1 sesu,u ldmpuAn 6a diu1 &b 
J<olom c dusi dengan kode risiko sesua, lamp,ran &Adan 6b 

: Pemermtah Kabupaten XYZ. Provins, ABC 
: 2018 

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidana Kesohatan 

Analisis Risiko 
KodoRisiko Skala Skala 

Dampak') Komungkinan ') 
C d 0 

RSP 19 01 01 01 3 3 

RSP 19 01 01 02 5 3 
RSP 19 01.01 03 3 3 
RSP 19 01 01 OI 5 3 

RSO 19 01 05 01 4 3 

RSO 19 010502 4 2 

RSO 19 0105. 03 4 4 
RSO 19.01 05.01 4 3 
RSO 19 02 02 05 3 3 
RSO 19 02 02 06 3 3 
RSO 19 02 02 07 5 3 

R00190I 0501 4 3 
R00.1901 0502 4 2 

R00.1901 0503 
5 2 

ROO 1901 0504 4 3 

ROO 1901 0505 5 3 

ROO 1901 0506 2 2 

R001901 0507 3 2 

R00.19010508 
3 1 

Kolom d dusi dengan skala dampllk berdasaikan perlutunp;an rataa-rata/ modus skala dampdlc yang d.tbenkan peserla dtslms, 
J<otom e dus, dengan skaJa kemunglunan berdas11rkan perhitw1gan rala-r4ta/ modus skala kemw,glunan y ai1g d.tbenkan peserta d1skuS1 
Kolom ( dt1S1 dengan haS1l perkahan antara ska!., dampa.k dan skala kenlUngkmAn 
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Skala 
Risiko 
f=dxo 

9 

15 

9 
15 

12 

8 
16 

12 

9 
9 
15 

12 

8 
10 

12 

15 

4 

6 

3 



LAMPIRAN XI 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR fl TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Contoh 
Kortas Kerja 

Oattar Risiko Prioritas 
NamaPemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidano Kesehatan 

No Ri siko Prioritas 

a b 
I Risiko Strategis 

1 Pelayanan kesehatan belum 
memenuh, SPM Bidang Kesehatan 

2 Tidak seluruh bayi mendapat 
imunisasl yang cukup 

II Risiko Strategis OPD 1 

1 Sarana pendukung ANC kurang 
memadal 

2 ibu ham,t melahirkan tidak di faslhtas 
kesehatan (puskesmas) 

Ill Risiko Operasional OPD 1: Dinas 
Kesehatan 

1 Data lbu ham,I misk1n yang belum 
mem,likl Jaminan kesehatan la,nnya 
dari kecamatan dan kelurahan 
belumada 

Keterllll8an 
Kolom a clusi clengan nomo,- mut 
Kolom b dus, dengan ns,ko pnontas 
Kolom r clus, clenga" kode nstlco 

Kode Risiko 

C 

RSP 1901 01 02 

RSP 19 01 01 04 

RSO 19 0 1 05 03 

RSO 19 02 02 07 

RCX> 19010505 

Kolom d dus, dengan skald nslko {seslldl lampiran 7) 
Kolom e dus, dengan penuhk ns,ko sesua, Lrunpiran i.. clan 6b 
Kolom f dus, clengan penyebab sesuai Lampiran oo clM 6b 

Skala 
Risiko 

d 

15 

15 

16 

15 

16 

Kolom g dus, denga,, cLuupak sesuai clengan Lampu:an 6a clan 6b 

Pemilik Penyebab 
Risiko 

e f 

Kepala 1. Sarana prasarana belum 
Daerah memada, 

(Puskesmas PON ED t.idak 
tersedla.) 
2 Jumlah tenaga kesehatan 
belum memadal 
(Tenaga laboratonum, 

Kepala Kurangnya anggaran 
Daerah pengadaan vaksm 1munlsas1 

Kepala '- Alat pendukung ANC lldak 
Dmas d1kalibras, 

·- Regen dan alat pendukung 
ANCkurang 
·- Tenaga laboratonum d, 
Puskesmas kurang 

Kepala Kurangnya anggaran untuk 
OPD pengadaan fas,litas 

puskesmas 

Kepala Kurangnya koord,nas, dengan 
Bidang Dinas Sosial 

50 

Dampak 

9 

AKlt1ngg1 
AKB tinggl 
Akaba 
Pemngkatan kasus g1zi buruk 
Kasus HIV mernngkat 
Kasus TB menlngkat 
Angka kejadian Penyakll Tldak 
Menular (PTM) tlngg, 
Angka kejadian Penyaklt 
Menutar llngg, 
Angka stunt ,ng t1ngg1 

Bayi tidak mendapat lmunlsasl 
yang memada, dan lengkap 

Kualitas pelayanan ANC tidak 
sesual SPM kesehatan 

Men1ngkatnya kematian lbu dan 
bayi saat melahirkan 

Perencanaan kurang tepat 



LAMPIRAN XII 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR '(J TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Conteh 
Panilaian alas Kogiat:an Pengendallan yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP alas Kelemahan Ungkungan Pengendalian 

( RTP alas CEE) 

Nama Pemerirtlah Oaerah : Pemorintah Kabupaton XYZ 
Tahun Panilaian : 2018 

No. 
Kondftl Lklg kungan Pengendabn Renc:an. Tkwbll ~noe,ndaU,n 

yang Kurang Mernadal Unglkung.an Penge.ndalan 

• b 0 

I ~negakan lnt"ii!rb• dain Nh:11 El ika 

1 '&ntok terpdl peno:ipo1an.,mu&a• Aonlll!.:\taJbn ~temah3n 
~b31 dllerlh karere t.er&1ngkll k.iU,IJS pergendolnn kepatuton h...._lnl 

""'"" II Komllrnen Taf'hedap t<ompetensl 

1 Pegowal belumdlemf11tklln r.eswt Penyu~n pGta kompeen5tdon 
dengon komf)'k!n., don pengal.Jm1mj pertallun SOP pi!!OCmp:atln 

l.-n..11w~I 

2 Kualticael don kornpeten• Ck»'1er oerta RacnJimertdokletdan IDn.-:Jga 

kecnaga li.e'!ie'h.'lt.ln dl RSlJO K.lbupaten Maeh.tt~ 
't:VZ bdvm mememtt1 kebLililanak.ln 
pembertan peb~Mn kd5ehilbn di En, 
JKN 

nt Kepemimplnan yang kondusW 

1 Plmplnan ~um menel.,pkan keblpkan Pen:,011.Nn ~.ebttl~n p,ergi!tklman 
lnA..,,.eblaan ri~ko ns,ko 

2 Rencana stro~f!. dan rencaro k,:r),l Pie:nla1o1n rf'1Mt tenc:al"lol stra1e-91• 
~mcb beli.n menva1kon lnfonmsi dan ,eno.,n.11 kef)l 
menr.n.,1 nslko 

3 PelayeNn pnlen B?JS dt KabUJ>,ttie:n E'llluul pemt,m1,1n by'llnondan 
XYZ belum opUmal<bn tetd•pa l regubll ti.e~tuton regl.b,. 
On.ls. Ke!it:h.'ltan KobUr»lffl '}(;fl ti:t•k 
berptan sebaga1man, mestlly.) yartu 
11.etantuan ~enat pn1ktd. Dokte, 

rv Penyuaunondan Penenipan Kcbij;aMn yang Sehat l e.nu ,.. Pembinun SOM 

1 Pemda t.oelurn me~lmerrnlua.~ bUd•)'d Sosuhwat budaya raie.1-.o p.>Cla seldp 
sada, fl'Slko r;,n:,tbtJbn.tn 

2 Bel11n brdap.,t pembetian rew:uu Ke1bn ranamgan peml>eron Atl!l-ard 
dorvabu puniShment at.1-a pengelob.:.n don'abu punrdwnent ala• 
.... 0 ,_,....elobon rl!Uko 

l EY.Jl\.u5' lunef)II pepwai bel'6n K.IJbn rnneangan perhlturgon hud 
dlperUmt>angll.ilnd.slam perhibJngan kll"lefJil tertlildapperghasbn 
rwi,nnha.sUan 

4 Angg;,ran pengemt:ongan SOM belUTI Kebpk3n efltsens, peng.gunaan 

merNd3I .ingg,uan 

5 PemeMtth KDbi.p.,lttn XYZ belum PenyuSUl3n .imttgl pemo1"'h.ln 
memli!IJ wa1eg1dabm pemer..ihDn <san dan pendll5tfbus&an SOM k.eu-tun 

6 Pemel'IJhiln ~n:,ga k.esahakl:ndl RSl.O Perbabn slae-m Pemenl.han 
Kobt4),Jlen XYZ befum mempe,h.ltlkiln letwgo ~eeh.lttn d• RSUO 

'~- -- ··-
V PerwuJudan Peran AP1Py1ng Efeklif 

1 ln$poekl0ral Oaen1h beklm mel.ak.+J..on Petbabn proseou, pergowiui1n 
al.dll khlrt3 obs penyehnggarann ktner,.-. den nyu&U'll n Pt<PT 
urusan ket.eh.lbn d.l:bm tin,gkat s.tr.,~gtS lns.pektorot 

Keterangan 
Kolom a cilsi dengan nomor urut 
Kolom b di,51 dengan kond1<1 llngkurcan percendalian yarc kurarc memada, 

Kolom c d,rs, clengan perbaikan yare akan dilakukan 

Penanggooa jawab 

d 

lnspekk>tal 

BKPSOM 

DolH keseh.ltan 

Sekd• 

SeNla BPPO 

lnspeklor.l 

S.kd• 

BKPSOM 

BKPSOIJ 

B~PSOl.l 

Dinn kesehi>bn 

RSUO KabUpa.,n '1:'/Z 

ln:p,elf.l)fll 

Kolom d do,,. dengan pihak/u,., penanggung 1awab unruk menyelereg=kan keg,atan percerdalian 
Koklm e diisi dengan target waktu pe,nyetesaian RTP 
Kolom f d1isi dengan reallsa51 waktu penyelesaoan Rll' 

51 

Targec Waktu 
R••ll1ui Penyeleulan 

Pll:n~leulan 

• f 

Trtwwn 112019 Tnwulan II 2019 

TANut.nlll 2019 Trtr,w-ubn Ill 2019 

T ri,,uO.n Ill 201 9 TrM'uhn 1112019 

Tmwubn 12019 Tn1"Ulan 11 2019 

Tnwut..,n 12019 Ttl\#Ulon h 2019 

Tm;uhn 12019 Tn.....ul.ill''I Ii 2019 

Setiap bl.A.JO S.bop bulan 

TO¥rl'ub n 12019 TriwWn 12019 

Tnwubn I 2019 Trtwulon 12019 

Tnwubn I 2019 Tn.Nt.Nn I 2019 

T .... wnll 2019 Trtwulon U 2019 

lri,.....nll 2019 Trtwulon II 2019 

Trtwubn 12019 TrMWnl 2019 



LAMPIRAN XIII 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR (j TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Nama Pemda 
Tahun Penllaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemer!ntahan 

No Rislko Prioritas 

a b 
I Rlslko Stralegis 

1 Pefayanan kesehatan belum 
rnemenuhI SPM Bidang 
Kesehatan 

2 lbu ham1I melahr1<an lidak di 
fasilitas kesehatan 

Ii Rlsiko Strategis Olnas 
Kesehatan 

1 Sarans pendukung Ante Natal 
Care (ANC) ku-ang mernada, 

2 lbu hamll melahr1<an hdak di 
fasilitas kesehatan (puskesmas) 

Ill Rfsiko Operaslonaf Dinas 
Kesehatan 

1 Data 1bu hamll miskin yang bel 11n 

rnem,hkl jaminan kesehatan 
laimya dan kecamatan dan 
kelu-ahan belum 0da 

Keterangan 
Kot om a dim dengan oomor urut 
Kol om b di 1st dengan ris1ko pnonlils 
Kolom c d1Isl dengan kode nstko 

Conloh 
Penllaian alas Kegiatan Pengendafian yang Ada dan Masih Oibuluhkan 

(RTP atas Hasil ldenlifikasi Rislko) 

: Pemerlnlah Kabupaten XVZ, Provinsi ABC 
: 2018 
: Meningkalkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan Walib Pelavanan Dasar Bidana Kesehatan 

Kode Uralan Pengendalian Rencana Tindak 

Rlsiko yang Sudah Ada •) 
Celah Pengendalian 

Pengendalian 

C d • I 

RSP 19 01 SOP Pertolongan Prosedu- pengendalian Recru,tmen tenaga honorer 
01 02 Persahnan tldak dapat dlaksanakan kesehatan 

RSP 19 01 Perkada tentang Kuant,tas SOM nakes yang Rekrurtrnen nakes 
01 04 anahs,s kebutuhan terlatih kurang 

pegawal 

RSO 1901 SOP Kahbras, Alat Prosedu- pengendahan E valuaS1 atas impternentaSJ 
0503 belum dlfaksanakan SOP Kaltbras, Alai 

Standar Pelayanan P rosedll pengendafian EvaiuaSJ alas ,mplernentaSJ 
Puskemas belum d,laksanakan Standar Pelayanan 
lfPerrnenkes Nomor Puskemas 

RSO 1902 SOP penanganan Ibu Kualrtas SOM nakes yang Mengadakan pelatIhan 
0206 bersahn yang terlat,h kurang nakes 

merryebutkan bahwa 

ROO 1901 Jukms Penggunaan Prosedu- pengendahan E valuasi atas ,n,plernentasi 
0505 OAK Non F lsik belum d1laksanakan (Perrnenkes Nomor 3 

(Parmenkes Nomor 3 Tahun 2019) 
Tahun 2019) 

---Pemllikl 
Penangungg 

Jawab 
g 

Kepala Daerah 

Kepafa Daerah 
CQ Ka BKD& Ka 
Baden D1klat 

Kepala DInas 

Kepala Dinas 

Kepala Dinas 
Kesehatan 

K epala Bag,an 

Target Waklu 
Penyelesaian 

h 

TrlWUlan IV 2019 

Tnwulan IV 2019 

Tmvulan I 2019 

Triwulan II 2019 

Triwulan Ii 2019 

Triwulan II 2019 

Kol om d diisi dengan ura,an pengendahan-pengendallan yang sudah oda/ terpasang Agar d,ungkap t1dak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemehharaan: Gedung d,bersihkan 2 kah sehar, 
Kol om e 011st dengan alasan tidak efekttf: 
(1) KebiJ.lkan dan Prosedur pengendalian sudah d1lakukan, namun belum mampu menangani ns,ko yang teridenuf,kaSi, 
(2) Prosedur pengendahan belum/tldak dapat dilaksanakan, 
(3) Kebljakan belum d1ikuti dengan prosedur baku yang )elas, 
(4) KebiJakan dan prosedur yang ada bdal< sesua, dengan peraruran dtatasnya 

Kol om f dhs, dengan pengendahan yang masth dIbutuhkan 
Kol om g diiSi dengan p,hak/unlt penanggung Jawab unruk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kol om h dust dengan target walctu penyelesaian RTP 
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH 
REH CANA DAN REAUSASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGEHDAUAN INTERN YANG DIBUTUHKAN 

Nim., Pt indl : Pememrtah K>bupalon XYl 
Tat.in Perilaian : 2018 
TuJuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehalan masyarakat 
Unesan Pt1ntrintahan : Urusan Wallb Pelavanan Dasar Bidana Kesehatan 

Benlulr/M.todr Pnnant.u"'1 
No Ktgi.ttm Pengtndi!Ltn ying Dlbutuhkan 

yang Diperlukan 

• b C 

J Rekrulmen tenaijB honorer kesehatan Konfumasi pernapan dAA !Aporan 
pe!Al<,,.w.tnk,gialan 

2 Rekruitmen nakes Konfiroi.1si; penlA!lt•= 
berke!.mjutan 

3 Evauasi atas lmplemernasl SOP Alai Kalbrasi Konfi.'11"19 pe!Aks.lnaan 
L!poran pelaks.w.,,, i:,gi.,tan 

• Mengadakan pelahhan nakes Konfinn.151/ p,mantau.m 
belk&njUt.!n 

5 Evauasl atas lmplemenlasi Slandat Pelayanan Konfunl051 peW<sanaan 
Puskemas L!poran pe!ilianaan k<g,atan 

6 EvakJasl alas ,mplementasl (Penner,kes Konftn11,151 pe!Aksanaan 
Nomor 3 Tahun ~ 19) L!po,an pe!aksan.lan ktgi.ita,1 

Ketmng.in 
Kolom • dilSI dengan nomor urut 
Kolom b d.,51 dtngan Ktgi>tan Pengendal,.. yang Oibutuhlran 
Kolom c d,ol dtngan Benrul/Metode Ptmantauan yang Oiperluun 
Kolom d d 1!1 deng.,n Penanggu"A Jawab Pemantauan 
Kolom • d,1st dengan Waltu Pelaisanaan Pernantiuan 
Kolom f d<lll dtngan Rencana Wakni Ptlak.anaan 

PtnanggungJ•w•b 
Pmant.lo,n 

d 
Kq,.,1> Dlnas Kesthalan 
Dueldur RSUD 

BKD 

K,pa!a Din.is Kesehattn 
DutkturRSl,l) 

K,pa!, Dlnas K<><batan 
DirekturRSlU 

Kep,,1.1 Dlnas Kesehatan 
Duektur RSL l) 

Kq,aL1 Dlnas Kes<hatln 
Ou,ktur RSLU 

Rtnuna 11'.ictu 
Ruli=i l\'aktu Prllk6olnaan 

Ptim.a.nlt1Uin 
Ptl1kunaan 

• f 

Oktobtr ~ormbtr, Oktober:. !\orember 
Drs<mbor2019 0.5tmb<tl019 

Santsterl Juru 2019 

Semester! Jwu2019 

Smester I Ju.112019 

Senie,:,r I Juru2019 

Strn,st,r I Jwu:!019 

Kolom g duo dengan K<tt1angan iambahan, sepertl ktttrangan hasllkeg,atan pemantauan, pelwwan monllofing, pendokumenta,ian, pendisllibus,an, dan kelmngan la1Mya 
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Ketmn~n 

I 
Momtonng le!AA dllaJ<s.wlcan. 
d1dokumenlASil<an, dan 
d1distnbusikan 

f.!orutonng t,1,h dtlaksaiial<an 
d!dokumintastl:.!n. dan 
d1distnbu!ill<An 

Morutonng tel,h dtl,k!.,,ul<an. 
d1dolrumentasuw~ dan 
d1d:stnbusikan 

Morutonng i,t.i, dtlal<sarl.,hn, 
d1dok11mentasikan. dan 
d1distnbusik.ln 

Morutonng te!AA dilaksanak.m. 
d,dol:umenla<tl:.!n, dan 
d,cbstntmlkan 

Morutonng t,!,h dtlaksan.ikan. 
du:lolrument.isikan, dan 
d1di>tr1buS!lcan 



LAMPIRAN XV 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR tJ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

NMNPtmdl 
Tahun PtnlJalan 
Tujuan Strategi1 
Uruwn Pemtti1'1Uhan 

No "Rhiko" ) 11111, f,ridf.n:tifiMSJ 

I Risllco Sir.tit Is Ptmdl 
1 Pelayanan kesehai.an btllm menwnu'V 

SPM 8,dong Kesehalan 

2 Tclakseuuhb.l~~-
y>ng<>MUP 

Masallh/Rls!koBat\/ 

N RltikoStra " Dinn Kntnmn 
I Sarana pen<M~ ANC kurang 

n-enad&o 

1 lbu nam,I melahnan bdat di fasjdas 

kesehalan (pllsl."""8SJ 

M..-0 Bat\/ 

IN Rislko Operaslonal Oiflls l(aeto,un 

I Da1a lbu - mosl<fo yang bellJm 
-~ jam,Oan le-.. taonnya 
dan lecam,nan clan lc1!uaNn bolum 
ado 
Mosaloh/Rzsiko BIN 

((ll'r.,..m 

~ok,m I d .. 1,1 dtflc~ nornor urul 

Aofom b d11.i1 IXf'IC,ln fti.ilo yq 1trtdtfmfib)1 

W KTOfl 
PIMAIAIA.\ KIJADIAN RIYKO !Rl;.K !VU,. I) DA.\ l'l.L\l(;.ANAAN K 11' 

: P-1nllh Klbup,ttn XVZ. Ptov!Mi ABC 
: 2011 
: Meolngk.olun dffljat k ... llacatt muyaraut 
: Uruun W 'tb ~ lnlft Ouar Knthlun 

Kf ~i,1n Ri<iiko 

KootRN lo Kttt-r~ 
T,ngg,tll,rj,,di S.t..b D.ttnr,ok 

RSP 1& 01 01 02 \.Lcn-1..FI~ ,.__,,. K,,nwh.11'11\r.1 111 .. , d,""""" 
kN.fwwtnN-fum 1.,..., .... ,.,. 

.........i., ""'1Nh.on 
(T,...,, 
t,,h.,.-•kVILi.m. 
..W.k'f . ..,....,,,.,.,_ 

1.~,i,,i.n1 

RSP 1901011)4 ToJ.ll"')'Jo ToJ.olTl'f)'Ji iJ.al.l"')olJJ Tid.u. lt'l')oJi 

RSO 19010503 Tklol l...,.i, T,J,AT'fi,,d, ..... ~. TiJ.ol l"'1o'd1 

~\11h\!.~Ui Tklol T'"')oldl T.i.l T<'f)«h T.W.l,'T],OJI T..W. TN],OJ, 

lobn<dw~.,_.rlSllo 
........ 6""d,rp,1-,tt"')ldo..,,0< .. p>d,,_.,, .... 

1to1om,o..,. """"'"°"- _,,_...,,<l]'d,p,d,t•l""b«""" 
lOlotnf ~~~t PfhSlrw~ rlW'.OP'dluntlll btf~ -..... ..,. .. ~-
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m 

-len,g,--
ReAA,otmenr,a\05 

E--~"SOP 
-Alai 

e • ...,. .... ...,_ 
-PIia---

Mengadakan ptlattoan ..... 

R.,...,11,,1 
p,.J,k.~ nu n Rr 

T"""°"!I/ 

lnWl.lanlV 

ru.,,,Qn I 

hM\!Qn It 

TnW\lallll 

RNU5ol,I "''•L."-11\.t.lO 

RrP 
ICtuf1t111n 

01<.-2019 T<'UhJ,lal,mo""' 
~~htH.i,Jm' 

t¥fum J.ar,it lhul.ur 

Ololober 2019 lri.ohJ,J.ol;.oo.o...._ 
1-hi..tihLt .. RTP 
t->lum d..J'll J1u._u, 

""" 2019 
1,,1,t,Jol.,k.or,tl.v, 

J.1nJ1ttl'k!.iU...,Uu 

Ao< 19 Tr).t.hJ1M~n 
Jan J,hnJ,d.l'"f'" 

Mly-1'.l T.-1.ohJ,l.ol..or,ilin 
d.ind11inJ.JUtntu11 



LAMPIRAN XVI 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 'lJ TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

CONTOH KODE RESIKO 

Tahun 
Entitas OPD 

Nomor Urut 

Tingkat Risiko Pelaksanaan Jenis Risiko 
Yang Menilai 

di Kode 

Penilaian Risiko EntitasOPD 

RSP 

RSO 

ROO 

Tingkat Risiko. Terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 
RSP Strategis Pemda 
RSO Strategis OPD 
ROO Operasional OPD 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 

01 Pendidikan 21 Persandian 

02 Kesehatan 22 Kebudayaan 

03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 

04 Perumahan dan Kawasan Pemukiman 24 Kearsipan 

05 Ketentraman,Ketertiban Umum dan 25 Kelautan dan perikanan 

Perlindungan Masyarakat 

06 Sosial 26 Pariwisata 

07 Tenaga Kerja 27 Pertanian 

08 Pemberdayaan Perempuan dan 28 Kehutanan/Perkebunan 

Pelindungan Anak 

09 Pangan 29 Energi dan sumber daya mineral 

10 Pertanahan 30 Perdagangan 

11 Lingkungan Hidup 31 Perindustrian 

12 Administrasi Kependudukan dan 32 Transmigrasi 

Pencatatan Sipil 

13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi 

Administratif 

14 Pengendalian penduduk dan keluarga 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 

berencana 

15 Perhubungan 35 Pembinaan dan Pengawasan 

16 Komunikasi dan informatika 36 Perencanaan pembangunan, lit bang 

17 KUKM 37 Keuangan dan Pendapatan 

18 Penanaman Modal 38 Kepegawaian dan Pengembangan 

SOM 

19 Kepemudaan dan olah raga 39 Bencana 

20 Statistik 40 Politik 
41 Lainnya 
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Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 

01 
02 

03 

04 

05 

06 
07 

08 
09 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 24 Dinas Pemadam Kebakaran 

Sekretariat Daerah 25 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 26 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Daerah 

lnspektorat 27 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

Dinas Kesehatan 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 30 Rumah Sakit Umum Daerah 

Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 
Satuan Palisi Pamong Praja 31 Kecamatan Curup 

Dinas Sosial 32 Kecamatan Curup Utara 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33 Kecamatan Curup Timur 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 34 Kecamatan Curup Selatan 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Dinas Ketahanan Pangan 35 Kecamatan Curup Tengah 

Dinas Lingkungan Hidup 36 Kecamatan Bermani Ulu 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 37 Kecamatan Bermani Ulu Raya 

Sipil 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 38 Kecamatan Selupu Rejang 

Dinas Perhubungan 39 Kecamatan Sindang Kelingi 

Dinas Komunikasi dan lnformatika 40 Kecamatan Sindang Dataran 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 41 Kecamatan Binduriang 

Menengah dan Perindustrian 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 42 Kecamatan Sindang Beliti Ulu 

Terpadu Satu Pintu 

Dinas Pariwisata 43 Kecamatan Sindang Beliti llir 

Dinas Pemuda dan Olahraga 44 Kecamatan Padang Ulak Tanding 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 45 Kecamatan Kata Padang 

Dinas Pertanian dan Perikanan 46 Lainnya 

PARAF ~ KOOROINASI . 
SEKOA BUPATI REJANG LEBONG, 

ASISTEN 

KABAG 

KASUBBAG j 
OINAS 

PFMR/,1\:,HSA 

ra 
r 
• 

I ' 

N A S K A r66 
PROOUK HUKUM INI 

·r-r11~1 ,~rL(Tf / 

0 11'\Uk ... l'\SI OLEH 
BAGIAN HUKUM 

' 

SYAMSUL EFFENDI 


